KERJASAMA INDIA DAN PAKISTAN DALAM PENGELOLAAN SUNGAI INDUS by ANUGRAH, RARA
  
KERJASAMA INDIA DAN PAKISTAN DALAM PENGELOLAAN 
SUNGAI INDUS 
 
  
SKRIPSI 
 
Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
Disusun Oleh: 
RARA ANUGRAH 
E131 11 261 
 
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
2015 
ii 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
ABSTRAK 
 
Rara Anugrah E131 11 261, Kerjasama India dan Pakistan Dalam 
Pengelolaan Sungai Indus, dibawah bimbingan Bapak Muh.Nasir Badu, Ph.D 
sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Isdah, S.IP, MA sebagai pembimbing II, 
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama India dan Pakistan 
dalam mengelola Sungai Indus berdasarkan pada perjanjian The Indus Water 
Treaty, dan mengetahui implementasi dan prospek dari perjanjian The Indus 
Water Treaty tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka 
metode yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, penulis 
memakai teknik analisis kualitatif, dengan teknik penulisan deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan air antara 
India dan Pakistan di Sungai Indus di atur dalam sebuah perjanjian Internasional 
yang dikenal dengan The Indus Water Treaty yang ditandatangani di Karachi pada 
1960. Perjanjian tersebut dibuat setelah adanya masalah pembendungan aliran air 
sungai Indus yang dilakukan India di daerah hulu sebelum alirannya memasuki 
wilayah Pakistan sebagai daerah hilir, sehingga Pakistan mengalami krisis air 
pada 1948. Perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian yang berhasil karena, 
bisa terus bertahan di tengah konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan 
di wilayah perbatasan Kashmir. Namun berbagai tantangan muncul tidak lama 
setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut seperti pembangunan bendungan 
yang melanggar isi perjanjian, semakin meningkatnya populasi dan terus 
berkurangnya debit air di Sungai Indus, terlebih lagi pengontrolan sungai oleh 
daerah Hulu yang selalu mengundang kecurigaan daerah Hilir. Keresahan yang 
dirasakah Pakistan sebagai daerah Hilir memutuskan untuk re-negosiasi isi 
perjanjian Indus Water Treaty, untuk lebih mengatur lagi mengenai pengontrolan 
air oleh daerah Hulu. Namun India tidak merespon keinginan Pakistan untuk re-
negosiasi perjanjian, sehingga perjanjian yang ada namun tidak berjalan dengan 
semestinya tersebut menjadikan perjanjian The Indus Water Treaty berjalan 
stagnan. Meskipun begitu, Pakistan tetap berusaha untuk meyakinkan India untuk 
re-negosiasi perjanjian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hubungan Internasional atau yang biasa disingkat HI merupakan 
sebuah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar dua atau lebih 
suatu negara, peran organisasi-organisasi internasional, serta seluruh isu-
isu yang terjadi dan berkembang dalam dunia internasional. 
Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian 
mengenai perang dan damai yang kemudian meluas untuk mempelajari 
perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam 
hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global. 
Selain mengkaji masalah politik dewasa ini hubungan internasional juga 
mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi 
perekonomian, perusahaan transnasional, hak asasi manusia, lingkungan 
hidup, gender, dan lain sebagainya.
1
 
Salah satu isu hubungan internasional yang mencuat diberbagai 
kawasan saat ini adalah masalah air, baik itu kurangnya pasokan air untuk 
lahan-lahan pertanian maupun minimnya air bersih untuk dikonsumsi 
masyarakat. Air merupakan element penting yang diperlukan dan berperan 
aktif dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi, baik digunakan 
                                                          
1
 T.May Rudy, 2003, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global, Refika 
Aditama, Bandung,  hal.1 
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sebagai apa yang kita konsumsi, membantu dalam sistem Pembangkit 
Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun pentingnya untuk pengairan sistem 
irigasi. Air memiliki begitu banyak manfaat yang positif bagi kehidupan 
makhluk di bumi namun disamping itu air juga ternyata dapat menjadi 
pemicu terjadinya ketegangan yang berpotensi konflik, tidak hanya antara 
individu namun juga negara dan negara. 
Peter Gleick, direktur Pacific Institute for Studies in Development, 
Environment and Security, mengatakan “perang yang terjadi karena 
masalah air sebenarnya sangat jarang, namun air dapat menjadi pemicu 
meledaknya sebuah konflik menjadi perang”.2 
Sengketa semacam itu biasanya terjadi di tempat di mana air yang 
secara umum jarang mendapatkan sumber air yang memadai akibat musim 
kering, tidak adanya batas negara yang jelas di daerah perairan, dan dapat 
juga terjadi di negara-negara yang berjuang untuk memenuhi tuntutan 
populasi penduduknya yang terus meningkat atau perekonomian yang 
tumbuh cepat. Saat ini ketersediaan air akan dapat menjadi pendorong 
utama perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah didunia. 
Dalam hal ini, keberadaan air yang tadinya merupakan barang 
umum kini dapat beralih menjadi alat politik. Sehingga air dapat menjadi 
penyebab konflik politik secara historis, dimana alokasi air yang tidak 
merata dapat memicu konflik antar wilayah seperti halnya yang terjadi di 
kawasan Asia Selatan. 
                                                          
2
 Suara Merdeka, Konflik Air Bisa Menjadi Pemicu Perang Besar, di akses pada 05 november 
2014 
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Kawasan yang luasnya ± 4.480.000 km² ini meliputi 10% luas 
benua Asia, sedangkan populasinya mencakup 40% populasi Asia.
3
 
Sehingga Asia Selatan dikatakan sebagai salah satu kawasan dengan 
penduduk terpadat di dunia.
4
 negara-negara yang termasuk kedalam 
kawasan ini ialah India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Maladewa, Bhutan, 
dan Sri Langka. Di kawasan Asia Selatan juga terdapat dua sungai besar 
yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Asia Selatan, yaitu Sungai 
Indus yang mengalir kearah  Pakistan, India dan Republik Rakyat Cina 
(RRC) dan Sungai Gangga yang terletak di India. 
Di kawasan Asia Selatan terdapat dua negara yang menjadi tolak 
ukur geopolitik dan geostategis kawasan tersebut yaitu negara India dan 
Pakistan. India dan Pakistan merupakan dua kekuatan politik dominan 
yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Selatan. Kedua negara ini 
mendapat kemerdekaannya pada tahun 1947 dari Inggris. Pakistan sendiri 
dulunya merupakan bagian dari India yang kemudian melepaskan diri 
menjadi Pakistan karena perbedaan ideologi. Pakistan yang saat itu 
mewakili kaum muslim di India merasa bahwa aspirasi politik kaum 
muslim tidak didengarkan, sehingga banyak umat muslim di India bersatu 
dan memutuskan untuk memisahkan diri dari India yang mayoritas hindu 
menjadi Republik Islam Pakistan. 
Dengan berpisahnya Pakistan dan India tidak serta meredakan 
ketegangan kedua wilayah yang merdeka dari koloni yang sama tersebut. 
                                                          
3
 Global Perspectives a Remote Seasing & World Issues Site, South Asia, di akses di 
http://www.cotf.edu/earthinfo/sasia/, pada tanggal 11 november 2014 
4
 ibid 
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Kemerdekaan yang diperoleh India dan Pakistan dari Inggris justru 
menambah parah masalah yang muncul dalam hubungan bilateral India 
dan Pakistan sebab tidak adanya batas yang jelas di perbatasan India dan 
Pakistan. Keadaan ini membuat India dan Pakistan semakin sulit untuk 
keluar dari situasi genting. Ketegangan antara kedua negara bertetangga 
yang awalnya dipicu oleh masalah perbedaan ideologi ini, mulai memanas 
lagi dengan adanya sengketa wilayah Kashmir di perbatasan India dan 
Pakistan. 
Wilayah yang dimerdekakan oleh Inggris tanpa batas yang jelas ini 
terkenal kaya akan sumber air sehingga tidak heran jika wilayah Kashmir 
ini di perebutkan oleh dua negara yang sering terkena musim kemarau ini. 
Wilayah Kashmir merupakan wilayah yang sangat strategis bagi 
pertahanan India dan Pakistan karena posisinya yang dikelilingi gunung-
gunung yang tinggi dan negara-negara besar seperti China. Dalam 
memperebutkan wilayah Kashmir ini perang antar India dan Pakistan terus 
terjadi di daerah perbatasan. 
Disamping memperebutkan wilayah Kashmir, India dan Pakistan 
juga bersengketa mengenai masalah sumber air di daerah perbatasan 
negara yaitu Sungai Indus. Batas negara yang ada tidak memertimbangkan 
posisi saluran-saluran irigasi yang telah dibangun Ingris di wilayah 
tersebut sebelum terbaginya wilayah tersebut ke dalam dua negara, 
5 
 
sehingga menimbulkan permasalahan air internasional pada tahun 1948 
antara India dan Pakistan di tengah konflik di perbatasan Kashmir.
5
 
Sungai Indus merupakan salah satu sumber air bagi kawasan Asia 
Selatan. Sungai Indus ini terdiri dari enam anak sungai besar yaitu Sungai 
Jhelum, Sungai Chenab, Sungai Ravi, Sungai Sutlej, Sungai Indus dan 
Sungai Beas.
6
 Perairan sungai Indus dimulai di Tibet dan pegunungan 
Himalaya lalu memasuki negara bagian Jammu dan Kashmir. Aliran air 
sungai Indus yang melewati wilayah kashmir akan memasuki bukit-bukit 
kering di Pakistan lalu menuju ke Laut Arab di Selatan Karachi. Sungai 
Indus memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat India dan Pakistan 
yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. 
Masalah perebutan hak pengelolaan sungai Indus diantara India 
dan Pakistan ini memberikan pengaruh negatif bagi Pakistan karena 
mengingat sungai Indus merupakan sumber air terbesar di Pakistan yang 
mengalir di sepanjang wilayah Pakistan barat ke selatan, sedangkan India 
memiliki sungai yang lebih besar seperti Sungai Gangga. India yang 
berdasarkan plebisit PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 1949 telah 
mendapatkan wilayah bagian Jammu dan Kashmir, melakukan 
pembendungan aliran sungai Indus pada 1948 di wilayah Kashmir 
sebelum alirannya memasuki wilayah Pakistan.
7
 Hal ini membuat Pakistan 
                                                          
5
 Aaron T.Wolf dan Joshua T.Newton, 2008, Case Studies of Transboundary Dispute 
Resolution:The Indus Water Treaty, di akses di www.transboundarywaters.orst.edu, pada 31 
maret 2015 
6
 Food and Agriculture Organization, Water Aquastat of Indus Basins, di akses di 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/indus/index.stm, pada 05 maret 2015 
7
 Ibid 
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dilanda kekeringan pada lahan pertanian, para petani Pakistan yang 
memanfaatkan sungai Indus untuk pengairan lahan mereka. Melihat posisi 
India sebagai daerah reparian atas atau Hulu, membuat India dapat dengan 
mudah mengontrol aliran air sungai Indus sebelum alirannya memasuki 
wilayah Pakistan dan membuat Pakistan mengalami krisis air atau bahkan 
mengirim banjir yang besar ke daerah hilir Pakistan. dengan kekhawatiran 
akan tindakan India yang sewaktu-waktu dapat kembali melakukan 
pembendungan terhadap aliran air sungai Indus di wilayah hulu,  
pemerintahan Pakistan memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada 
World Bank untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan 
diantara India dan Pakistan tersebut.
8
 
Bank dunia menyarankan untuk dibuatnya sebuah perjanjian untuk 
membagi hak pengelolaan sungai Indus yang di perebutkan oleh kedua 
negara besar di Asia Selatan yaitu India dan Pakistan.
9
 Setelah melalui 
proses diplomasi yang panjang, akhirnya kedua negara sepakat untuk 
menandatangani perjanjian pembagian air tersebut. 
Perjanjian pembagian air diantara negara India dan Pakistan 
tersebut lebih dikenal dengan The Indus Water Treaty. Perjanjian Indus 
Water Treaty tersebut ditandatangani di Karachi pada tanggal 19 
September 1960 oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan 
                                                          
8
 Ibid  
9
 Aaron T.Wolf dan Joshua T.Newton, The Indus Water Treaty, loc.cit 
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Presiden Pakistan Mohammad Ayub Khan.
10
 Berdasarkan perjanjian 
tersebut, India memiliki hak kelola atas sungai Indus Timur (Sunga Ravi, 
Sungai Beas, dan Sungai Sutlej) sedangkan Pakistan memiliki hak kelola 
atas penggunaan sungai Indus Barat (Sungai Indus, Sungai Jhelum, dan 
Sungai Chenab). Pakistan juga menerima kompensasi finansial satu kali 
atas hilangnya air dari sungai Indus Timur akibat pembendungan yang 
pernah dilakukan oleh India. Kedua negara sepakat untuk saling bertukar 
data dan bekerjasama dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian. 
Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, diatur pula untuk 
diadakannya pertemuan setiap tahun untuk membahas mengenai 
perkembangan keadaan sungai Indus dan pembangunan bendungan di 
daerah aliran sungai Indus oleh kedua negara yang bersangkutan dan pihak 
komisi sungai Indus dari setiap negara yang terlibat. Setelah 
ditandatanganinya perjanjian Indus Water Treaty tersebut ketegangan di 
antara India dan Pakistan mengenai masalah air mulai mereda. Sehingga 
perjanjian ini dapat dinilai sebagai sebuah kerjasama yang berhasil, karena 
terus bertahan selama bertahun-tahun ditengah konflik perbatasan Kashmir 
antara India dan Pakistan. 
Namun pada kenyataannya perjanjian kerjsama air diantara India 
dan Pakistan ini mulai mengalami masalah bahkan tidak lama setelah 
ditandatanganinya perjanjian tersebut, karena adanya tindakan dari pihak 
                                                          
10
 World bank, The Indus Water Treaty 1960, di akses di 
http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-
1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf, pada tanggal 28 februari 2015 
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India yang melanggar isi perjanjian Indus Water Treaty.
11
 India kembali 
melakukan pembendungan terhadap aliran air sungai Indus yang akan 
memasuki wilayah Pakistan pada 1965-1966 sehingga daerah pertanian 
Pakistan kembali terancam akan kekeringan karena hilangnya aliran air 
sungai Indus yang biasanya mengairi lahan pertanian penduduk Pakistan.
12
 
Pelanggaran dilakukan India dengan membangun berbagai bendungan 
yang berkapasitas lebih besar dari apa yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian Indus Water Treaty. Beberapa bendungan pembangkit listrik 
tenaga air India yang diklaim Pakistan sebagai pelanggaran isi perjanjian 
Indus Water Treaty ialah bendungan Ratli, Pikkal, Karthai, Kero, Salal, 
Wuller Barrage dan Baglihar.
13
 Namun dapat diselesaikan melalui 
negosiasi bilateral antara kedua pemerintah India dan Pakistan dengan 
kesepakatan untuk mengurangi kapasitas bendungan sesuai dengan 
ketetapan isi perjanjian Indus Water Treaty. 
Setelah permasalahan bendungan-bendungan tersebut Pakistan 
kembali menyatakan bahwa India kembali membangun bendungan di 
daerah aliran sungai Indus yang melanggar isi perjanjian Indus Water 
Treaty yakni bendungan Kishanganga.
14
 Bendungan yang mulai dibangun 
sejak 2008 hingga 2014 ini terus meresahkan Pakistan. Kishanganga 
merupakan proyek PLTA pengalihan air untuk mengalirkan air dari 
Sungai Kishanganga (Sungai Neelum di Pakistan) melalui saluran 
                                                          
11
 Aaron T.Wolf dan Joshua T.Newton, The Indus Water Treaty, loc.cit 
12
 Food and Agriculture Organization, Indus Rivers, loc.cit 
13
 Aaron T.Wolf dan Joshua T.Newton, The Indus Water Treaty, loc.cit 
14
 Ibid 
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sepanjang 24 km untuk memproduksi tenaga hingga aliran air tersebut 
bergabung dalam Wullar Barrage setelah melalui Sungai Jhelum dekat 
Muzaffarabad hingga menuju wilayah kependudukan India di Kashmir. 
Pengalihan air tersebut tidak sesuai dengan pasal tambahan D ayat 15 (3) 
yang tidak mengijinkan adanya pengalihan air dalam cabang tributari 
sungai yang terdapat penggunaan agrikultural dan hidro-elektrik 
Pakistan.
15
 
Melihat hal tersebut Pakistan meminta untuk dilakukannya re-
negosiasi perjanjian Indus Water Treaty.
16
 Pakistan kembali meminta 
kepada pihak World Bank untuk menjadi mediator diantar India dan 
Pakistan untuk membahas mengenai masalah pelanggaran isi perjanjian 
pengelolaan sungai Indus yang di lakukan oleh pihak India, namun hal 
tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak India. Hingga saat ini 
Perjanjian Indus Water Treaty tersebut merupakan sebuah perjanjian 
kerjasama air yang mampu bertahan di antara India dan Pakistan ditengah 
ketegangan konflik keduanya menyangkut wilayah perbatasan Kashmir. 
Namun kenyataanya terdapat banyak masalah di dalam menjalankan isi 
perjanjian tersebut dan sikap saling mencurigai melakukan pelanggaran isi 
perjanjian.
17
 
                                                          
15
 World Bank, Indus Water Treaty 1960, loc.cit 
16
 Wawancara dengan Mr.Giyand Chand, Second Secretary (Politics) / Head of Chancery, di 
kedutaan besar republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Jakarta 28 Januari 2015 
17
 Suara Merdeka, 2003, Kita Sambut Baik Dialog India-Pakistan, di akses pada 23 Maret 2015 
10 
 
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka penulis merasa 
penting untuk membahas mengenai “Kerjasama India dan Pakistan dalam 
Pengelolaan Sungai Indus”. 
 
A. Batasan dan Rumusan Masalah 
Sungai Indus merupakan salah satu sumber air yang menopang 
kehidupan masyarakat Asia Selatan. Letaknya yang melewati daerah 
Jammu Kashmir, yang mana merupakan daerah sengketa antara India dan 
Pakistn membuat kedua negara berkekuatan nuklir ini memperebutkan 
pula hak pengelolaan sungai Indus tersebut. Pakistan sebagai pihak yang 
merasa sangat dirugikan dengan ketidak jelasan pengelolaan sungai Indus 
ini meminta pihak World Bank untuk berperan sebagai media perantara 
negosiasi dalam menyelesaikan masalah sugai Indus. Negosiasi yang 
berlangsung cukup lama tersebut menghasilkan sebuah perjanjian 
kerjasama air atau yang lebih dikenal dengan Indus Water Treaty, yang 
dianggap dapat meredakan ketegangan diantara kedua negara kawasan 
Asia Selatan ini. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan dua rumusan 
masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana implementasi dari perjanjian Indus Water Treaty? 
2. Bagaiman prospek perjanjian Indus Water Treaty? 
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
a) Untuk mengetahui implementasi dari perjanjian Indus Water 
Treaty. 
b) Untuk mengetahui prospek perjanjian Indus Water Treaty. 
b. Kegunaan penelitian 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 
pemikiran yang bersifat ilmiah bagi studi Hubungan 
Internasional dan bagi peneliti lain yang memiliki pokok kajian 
yang sama. 
b) Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai 
perjanjian internasional. 
C. Kerangka konseptual 
Pada hakikatnya negara–negara untuk memenuhi kebutuhan 
negaranya tidak akan bisa terlepas dari keberadaan negara lain. Oleh 
karena itu dibutuhkan adanya kerjasama yang dilakukan antar negara–
negara, baik itu kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Secara 
umum, kerjasama adalah suatu proses menyelesaikan pekerjaan secara 
berkelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih 
cepat atau ringan  daripada dikerjakan sendiri. Kerjasama dapat 
diwujudkan dalam kelompok, organisasi maupun dalam skala yang lebih 
12 
 
besar misalnya kerjasama antar negara. Kerjasama yang mencakup antara 
dua negara disebut dengan kerjasama bilateral. 
Kerjasama bilateral adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara itu sendiri.
18
 Aktifitas 
negara dalam menjalin hubungan bilateral biasanya dilakukan dengan cara 
membuat perjanjian-perjanjian dalam bidang politik maupun ekonomi, 
pertukaran kedutaan besar, dan juga pertahanan keamanan yang akan 
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
19
 Fungsi dari kerjasama 
bilateral bagi negara-negara salah satunya ialah untuk memperlancar 
hubungan ekonomi seperti dalam bentuk pertukaran hasil produksi. 
Menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian 
ataupun melalui badan atau organisasi internasional dan nasional. 
Dari definisi diatas, dapat kita lihat bahwa hubungan bilateral akan 
menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama. 
Namun dalam menjalankan kerjasama internasional tidak menutup 
kemungkinan adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses 
kerjasama internasional tersebut. Dalam menjalankan kerjasama bilateral 
ini, masing-masing negara akan mengedepankan  kepentingan nasional 
negaranya. 
Dalam menjalankan hubungan bilateral, sebiah negara akan 
mengedepankan kebutuhan-kebutuhan negara dan masyarakatnya yang di 
                                                          
18
 Didi Krisna, 1993, Kamus Politik Internasional, PT.Gramedia, Jakarta, hal.18 
19
 Ibid 
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kenal dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional atau national 
interest merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dilakukan suatu negara 
untuk mempertahankan negaranya dimasa depan yang berdasarkan pada 
kebutuhan masyarakatnya dan negara itu sendiri, dimana kepentingan 
nasional tersebut yang akan menentukan tindakan politik internasional dan 
kebijakan luar negri (foreign policy) suatu negara. 
Setiap negara pada umumnya akan merumuskan kepentingan 
nasional yang menyangkut masalah keamanan (security) dan kesejahteraan 
(prosperity). Misalnya saja seperti pembangunan ekonomi, peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), atau peningkatan kekuatan militer 
untuk keamanan suatu negara.
20
 
Menurut Hans J. Morgenthau, “Kepentingan nasional merupakan 
kemampuan minimum bangsa-bangsa untuk melindungi identitas fisik, 
politik, dan identitas budaya mereka oleh gangguan negara-negara lain“. 
Dimana negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya 
(Physical Identity), mempertahankan identitas politik (Political Identity), 
mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya.
21
 
Sebagai aktor utama dalam studi Hubungan Internasional, suatu 
negara akan merumuskan sebuah kepentingan nasional negaranya untuk 
memperjuangkan eksistensinya di dunia internasional. Suatu negara dalam 
merumuskan kepentingan nasionalnya akan melihat dari kekuatan nasional 
negaranya (national power). 
                                                          
20
 Anthonius Sitepu, 2011, Studi Hubungan Internasional, Graha Ilmu:yogyakarta, hal.163 
21
 Ibid, hal.165 
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Masalah air yang muncul akibat perebutan sumber air yang terjadi 
di kawasan Asia Selatan diselesaikan dengan mengeluarkan sebuah 
perjanjian internasional. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kekuatan 
dari sebuah perjanjian internasional dalam menjaga keberlangsungan 
hubungan di antara dua negara berpengaruh di Asia Selatan yaitu India 
dan Pakistan. 
Perjanjian internasional dewasa ini merupakan salah satu sumber 
hukum internasional yang menempati posisi penting dari sumber-sumber 
hukum internasional lainnya. Dalam masyarakat internasional, perjanjian 
internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur 
kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, 
tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai 
kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup 
masyarakat itu sendiri. Ulf Linderfalk (2007 : 1) menyatakan bahwa “We 
live in the age of treaties. Increasingly, bilateral and multilateral written 
agreements are used for the creation of new international legal 
standards”.22 Hal ini disebabkan perjanjian internasional merupakan alat 
diplomasi yang belum tergantikan. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional 
disamping sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai 
sumber hukum primer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
dalam hubungan antar negara. Perjanjian internasional adalah perjanjian 
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 Muhammad, 2012, Hukum Perjanjian Internasional, Arus Timur, Makassar, hal.1 
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yang diadakan diantara anggota-anggota masyarakat, bangsa-bangsa dan 
memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi 
para pihak yang mengadakannya.
23
 
Pengertian perjanjian internasional sebagaimana ditentukan dalam 
Konvensi Wina 1969 mengenai hukum perjanjian (Vienna Convention on 
the Law of Treaties), hanya berlaku utuk perjanjian antarnegara saja. 
Oppenheim berpendapat, bahwa yang dimaksud perjanjian internasional 
ialah “...are agreement, of contractual character between states, or 
organization of states, creating legal right and obligation between the 
parties.”(Oppenheim, 1968 : 877).24 Hal yang tampak dalam batasan di 
atas ialah, bahwa suatu perjanjian dimaksudkan untuk menimbulkan hak 
dan kewajiban hukum diantara para pihak. Perjanjian internasional yang 
berlangsung diantara suatu negara akan memberi dampak langsung 
terhadap kerjasama-kerjasama internasional baik negara itu sendiri 
maupun negara disekitar kawasan. 
D. Metode Penelitian 
1. Tipe penelitian 
Tipe penelitian yang dilakukan ialah tipe deskriptif yaitu 
tipe penelitian yang memberikan gambaran tentang kerjasama 
India dan Pakistan dalam pengelolaan sungai Indus. 
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 Ibid.hal 2 
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 Ibid.hal 8 
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2. Tipe pengumpulan data 
Tipe pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini ialah menggunakan pendekatan studi pustaka disertai 
ide-ide yang muncul melihat kenyataan yang terjadi. Data yang 
dikumpulkan dari berbagai literatur, situs internet, dan media cetak 
akan diolah kembali menjadi sebuah bahan penulisan. 
Sumber data sekunder yang ini diperoleh dari: 
a. Kedutaan besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia di 
Jakarta  
b. Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri Indonesia 
di Jakarta 
c. Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin Makassar 
d. Ruang baca FISIP Unhas Makassar 
3. Jenis data 
Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder 
yang diperoleh dari berbagai literatur. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan data kualitatif di mana akan menjelaskan 
permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh 
yang berkaitan dengan literatur menyangkut perjanjian Indus 
Water Treaty. 
4. Teknik analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan 
analisis deskriptif. Deskriptif analysis yaitu dengan mengumpulkan 
17 
 
data yang kemudian disusun lalu menjelaskan atau 
menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada lalu 
menganalisa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerjasama Bilateral 
Secara umum, kerjasama adalah suatu proses menyelesaikan 
pekerjaan secara berkelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan 
hasil yang lebih cepat atau ringan daripada dikerjakan sendiri. Kerjasama 
dapat diwujudkan dalam kelompok, organisasi maupun dalam skala yang 
lebih besar misalnya kerjasama antar negara. Kerjasama yang mencakup 
antara dua negara disebut dengan kerjasama bilateral. 
Didi Krisna mendefinisikan konsep hubungan bilateral sebagai “ 
keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak 
(dua negara)”.25 
Kerjasama bilateral adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara itu sendiri. Aktifitas 
negara dalam menjalin hubungan bilateral biasanya dilakukan dengan cara 
membuat perjanjian-perjanjian dalam bidang politik maupun ekonomi, 
pertukaran kedutaan besar, dan juga pertahanan keamanan yang akan 
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 
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 Didi Krisna Kamus Politik Internasional, loc.cit 
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Fungsi dari kerjasama bilateral ini adalah Memperlancar hubungan 
ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor 
produksi serta memperlancar sistem pembayaran antarnegara. 
Menciptakan kerja sama secara timbal balik antarnegara melalui 
perjanjian. 
Dari definisi diatas, dapat kita lihat bahwa hubungan bilateral akan 
menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama. 
Namun dalam menjalankan kerjasama internasional tidak menutup 
kemungkinan adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses 
kerjasama internasional tersebut. Dalam menjalankan kerjasama bilateral 
ini, masing-masing negara akan mengedepankan  kepentingan nasional 
negaranya. 
Hubungan bilateral mengandung dua unsure pemaknaan, yakni: 
konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling 
bergantian tergantung dari konssep apa yang ditawaarkan antara kedua 
negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. 
Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara 
dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara 
keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa, “Melalui 
kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah 
sosial, ekonomi dan politik”. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-
kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan 
mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan 
20 
 
sosial, ekonomi  dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa 
konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga dipersepsikan 
sebagai masalah internasional bersama.
26
 
Hubungan bilateral diwujudkan dalam banyak kerjasama, Salah 
satunya ialah  kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa 
ahli menekankan bahwa dasar pembentukan kekuatan negara yang paling 
utama adalah penduduk, sumber daya alam dan industri.
27
 Dalam 
hubungan bilateral India dan Pakistan ditunjukkan dalam kerjasamanya 
mengelolah sungai Indus yang mengalir melewati kedua wilayah teritory 
negara tersebut. Sehingga dalam menangani masalah tersebut perlu adanya 
kesepakatan dan kerjasama oleh negara-negara yang dilalui sungai Indus 
tersebut, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat lebih maksimal dan 
negara tersebut dapat bersama-sama menjaga keaslian sumber daya 
tersebut.  
Hubungan bilateral antar negara sering menyebut hubungan politik, 
ekonomi, budaya dan bersejarah. Hubungan bilateral yang kuat ditandai 
dengan kerjasama antar lembaga dan orang-orang di tingkat administrasi 
dan politik serta di sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. Unsur-
unsur lain dari hubungan bilateral termasuk perdagangan dan investasi, 
                                                          
26
 Willian D. Coplin, 1992, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teorities, terj. 
M.Marbun, edisi kedua, Sinar Baru, Bandung, hal.263 
27
 Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung, hal 64. 
21 
 
pertukaran budaya, serta pengetahuan umum, pemahaman dan kesadaran 
masyarakat tentang negara lain dan hubungan yang ada di antara mereka.
28
 
Ikatan antara India dan Pakistan di Asia Selatan sebenarnya cukup 
kuat karena memiliki latarbelakang sejarah dan budaya yang sama, nilai-
nilai bersama serta kedekatan geografis. Namun hal itu tidak lantas 
membuat kedua negara tersebut berhubungan baik. Adapun sisi lain yang 
dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah  bisa jadi 
mengandung makna konflik dan kerjasama seperti India dan Pakistan yang 
terus bersitegang di perbatasan Kashmir namun tetap berhubungan 
ekonomi. Kerjasama dalam pengelolaan sungai Indus merupakan salah 
satu dari beberapa kontribusi untuk memperkuat hubungan antara negara 
yang tengah berada dalam ketegangan yang tiada akhir. 
Dalam EEA (European Economic Area) and Norway Grants 2014 
mengenai Guideline for Strengthened Bilateral Relations (pedoman untuk 
memperkuat hubungan bilateral) mengatakan bahwa, kerjasama 
merupakan persyaratan untuk hubungan bilateral diperkuat. Kerjasama 
tersebut difasilitasi dan didukung melalui organisasi regional di suatu 
kawasan, program-program, dan tingkat proyek (proses). Ada hasil yang 
diharapkan dari kerja sama tersebut kiriman nyata (output), dan hasil 
jangka menengah yang lebih luas (hasil), yang bersama-sama memberikan 
kontribusi untuk memperkuat hubungan bilateral (dampak). 
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 Europea Economic Area and Norway Grants 2009-2014, Guideline for Strengthened Bilateral 
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B. Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan atau 
sasaran yang ingin dilakukan suatu negara untuk mempertahankan 
negaranya dimasa depan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakatnya 
atau negara itu sendiri, dimana kepentingan nasional tersebut akan sangat 
menentukan seperti apa dan bagaimana tindakan politik internasional dan 
kebijakan luar negri (foreign policy) suatu negara. Secara konseptual 
Kepentingan Nasional, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik 
luar negri dari suatu negara.
29
 
Setiap negara pada umumnya akan merumuskan kepentingan 
nasional yang menyangkut masalah keamanan (security) dan kesejahteraan 
(prosperity). Misalnya saja seperti pembangunan ekonomi, peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), atau peningkatan kekuatan militer 
untuk keamanan suatu negara. 
Menurut Morgenthau, ”Kepentingan nasional merupakan 
kemampuan minimum bangsa-bangsa untuk melindungi identitas fisik, 
politik, dan identitas budaya mereka oleh gangguan negara-negara lain”. 
dimana negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya 
(Physical Identity), mempertahankan identitas politik (Political Identity), 
mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya.
30
 
Sebagai aktor utama dalam studi Hubungan Internasional, suatu 
negara akan merumuskan sebuah kepentingan nasional negaranya untuk 
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 Sitepu P.Anthonius Studi Hubungan Internasional, loc.cit 
30
 Ibid, hal.165 
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memperjuangkan eksistensinya di dunia internasional. Suatu negara dalam 
merumuskan kepentingan nasionalnya akan melihat dari kekuatan nasional 
negaranya (national power). 
Jack. C Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan 
Internasional menerangkan kepentingan nasional sebagai, “Tujuan 
mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat 
keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional 
merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang 
menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. unsur tersebut mencakup 
kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, 
keamanan militer, dan kesejahtraan ekonomi, Karena tidak ada Interest 
secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu 
pemerintahan, maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap 
sebagai National Interest”.31 
Manakala kepentingan diantara mereka berlangsung harmonis, 
maka negara tersebut kerapkali bertindak untuk menanggulangi 
permasalahan yang dihadapi bersama, namun pada saat terjadi 
pertentangan kepentingan-kepentingan maka persaingan, permusuhan, 
ketegangan, kekhawatiran, serta pada akhirya perang dapat terjadi.
32
 
Meskipun pada tingkat tertentu ada saja konflik-konflik dan ancaman 
perang, hal itu dapat dikurangi dengan cara sedikit demi sedikit 
meyesuaikannya dengan tindakan-tindakan diplomatik. 
                                                          
31
 Jack C.Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Edisi ketiga, hal.8 
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Menurut Hans J. Morgenthau, seorang negarawan bisa 
menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang secara khusus 
(spesifik) baik itu yang bersifat kerjasama (cooperative) maupun itu yang 
bersifat tindakan kekerasan (konfliktual).
33
 Kepentingan nasional tidak 
hanya sekedar sadar akan kepentingannya sendiri, akan tetapi juga 
kepentingan bangsa lain. 
Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai 
upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu 
yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara 
terhadap negara lain.  Namun menurut Nicholas Spykman kepentingan 
nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan 
sebagainya. Tetapi dia menambahkan bahwa untuk mengejar kepentingan-
kepentingan itu tetap diperlukan power yang mencukupi. 
Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara 
normatif dan deskriptif. Secara normatif konsep kepentingan nasional 
berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha 
dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Sedangkan secara 
deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus 
dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. 
Masing-masing Negara di dunia saling berinteraksi dengan upaya 
mengembangkan kebijakan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan 
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diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah 
ditetapkan secara subjektif. 
Menurut K.J. Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional ke 
dalam 3 klasifikasi; 
1. Core values 
sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan 
menyangkut eksisitensi suatu Negara. 
2. middle range objectives 
biasanya mnenyangkut kebutuhan memperbaiki derajat 
perekonomian. 
3. Long range goals 
merupakan sesuatu yang bersifat ideal, misalnya keinginan 
mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. 
Menurut Padelford dan Lincoln (1692) jenis-jenis kepentingan 
nasional dapat terdiri dari kepentingan keamanan nasional, kepentingan 
pengembangan ekonomi kepentingan peningkatan kekuatan nasional dan 
kepentingan prestise nasional.  Motivasi negara dalam membuat 
kepentingan nasional itu sendiri adalah tergantung dari kebutuhan negara 
tersebut dan posisi negara itu sendiri. Kepentingan suatu negara tersebut 
juga adalah cara upaya suatu negara untuk mendapatkan power, dimana 
power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara 
kontrol suatu negara terhadap negara lain. seperti India yang menyetujui 
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perjanjian pembagian air sungai Indus dengan Pakistan, sehingga lebih 
menguatkan kontrolnya terhadap Pakistan. 
Ahmad Dahlan Nasution dalam bukunya Teori Politik 
Internasional mengatakan bahwa kepentingan nasional memberikan 
ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijaksanaan keseimbangan 
dan melanjutkan usaha kearah tujuannya dari pada mengubah 
kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru.
34
 
Kepentingan nasional berkaitan dengan politik luar negeri karena 
mencerminkan perwujudan tujuan nasional. Seperti yang dijelaskan oleh 
KJ. Holsti bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap negara 
lain adalah untuk mempengaruhi orientasi, melaksanakan peranan atau 
untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tersebut.
35
 
Ancaman terhadap keamanan nasional (national security) suatu 
negara dapat berbentuk tuntutan atau klaim atas suatu wilayah atau 
teritorial, serbuan bersenjata terhadap negara tetangga atau penguasaan 
atas aset-aset wilayah yang strategis. Ancaman demikian pada dasarnya 
merupakan suatu klaim terhadap basis fisik sebuah negara ataupun 
tindakan pelanggaran terhadap kekuatannya.
36
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C. Perjanjian Internasional 
Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang 
dalam bahasa indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun 
konvensi, adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum 
internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud 
untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban 
yang diatur oleh hukum internsional.
37
 
Sedangkan dalam arti sempit perjanjian internaional merupakan 
kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional (negara, 
tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai 
suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau 
yang diatur oleh hukum internasional.
38
  
Dalam kaitan ini masyarakat internasional sejak tahun 1949 telah 
berupaya untuk mengatur masalah perjanjian internasional. Upaya tersebut 
membuahkan hasil dengan diterimanya Konvensi Wina mengenai Hukum 
Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) oleh PBB 
pada tanggal 22 Mei 1969. Perjanjian ini berlaku sejak 1980 dan menjadi 
rujukan utama yang mengatur Hukum Perjanjian Internasional. Menurut 
pasal 2 Konvensi Wina 1960 Perjanjian internasional didefinisikan sebagai 
berikut: “An International agreement concluded between states in written 
form and governed by international law, whether embodied in a single 
instrument or in two more related instruments and what ever its particular 
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designation”.39 Dalam konvesi Wina tidak menjelaskan lebih lanjut 
mengenai apa yang dimaksud dengan instrumen, namun yang dapat 
disimpulkan bahwa perjanian internasional adalah semua perjanjian yang 
dibuat antar negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang 
diatur oleh hukum internasional dan dalam bentuk tertulis. 
Perjanjian internasional dewasa ini merupakan salah satu sumber 
hukum internasional yang menempati posisi penting dari sumber-sumber 
hukum internasional lainnya. Dalam masyarakat internasional, perjanjian 
internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur 
kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, 
tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai 
kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup 
masyarakat itu sendiri. Ulf Linderfalk (2007 hal.1) menyatakan bahwa 
“We live in the age of treaties. Increasingly, bilateral and multilateral 
written agreements are used for the creation of new international legal 
standards”.40 Hal ini disebabkan perjanjian internasional merupakan alat 
diplomasi yang belum tergantikan. 
Masalah air yang muncul akibat perebutan sumber air yang terjadi 
di kawasan Asia Selatan diselesaikan dengan mengeluarkan sebuah 
perjanjian internasional. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kekuatan 
dari sebuah perjanjian internasional dalam menjaga keberlangsungan 
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hubungan di antara dua negara berpengaruh di Asia Selatan yaitu India 
dan Pakistan. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional 
disamping sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai 
sumber hukum primer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
dalam hubungan antar negara. Perjanjian internasional adalah perjanjian 
yang diadakan diantara anggota-anggota masyarakat, bangsa-bangsa dan 
memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi 
para pihak yang mengadakannya.
41
 
Pengertian perjanjian internasional sebagaimana ditentukan dalam 
Konvensi Wina 1969 mengenai hukum perjanjian (Vienna Convention on 
the Law of Treaties), hanya berlaku utuk perjanjian antarnegara saja. 
Oppenheim berpendapat, bahwa yang dimaksud perjanjian internasional 
ialah “...are agreement, of contractual character between states, or 
organization of states, creating legal right and obligation between the 
parties.”(Oppenheim, 1968 : 877).42 Hal yang tampak dalam batasan di 
atas ialah, bahwa suatu perjanjian dimaksudkan untuk menimbulkan hak 
dan kewajiban hukum diantara para pihak. Perjanjian internasional yang 
berlangsung diantara suatu negara akan memberi dampak langsung 
terhadap kerjasama-kerjasama internasional baik negara itu sendiri 
maupun negara disekitar kawasan. 
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Ada beberapa jenis perjanjian yang termasuk kedalam perjanjian 
internasional yaitu, perjanjian antar negara-negara, kemudian perjanjian 
antar negara dengan organisasi dan perjanjian antar suatu organisasi 
internasional dengan organisasi internasional lainnya.
43
 Perjanjian 
internasional antar negara yakni seperti perjanjian pembagian air sungai 
Indus yang dilakukan oleh pihak India dan Pakistan. 
Pada umumnya perjanjian internasional dibagi menjadi dua bagian 
yaitu perjanjian internasional tertulis (written agreement) dan perjanjian 
internasional tidak tertulis (unwritten agreement atau oral agreement). 
Perjanjian internasional yang tidak tertulis pada umumnya adalah 
merupakan pernyataan secara bersama atau timbal balik yang diucapkan 
oleh kepala negara, kepala pemerintahan ataupun menteri luar negri, atas 
nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang 
menyangkut kepentingan para pihak.
44
 Dibandingkan dengan perjanjian 
tidak tertulis, perjanjian internasional berbentuk tertulis ini memiliki 
beberapa keunggulan, seperti ketegasan, kejelasan, dan kepastian 
hukumnya bagi para pihak.
45
 
Dalam perjanjian internasional ada beberapa istilah yang sering 
digunakan antara lain Memorandum of Understanding, treaty, convention, 
agreement, declaration.
46
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1. Memorandum of Understanding(MoU) 
Merupakan salah satu jenis perjanjian internasional berisi 
komitmen umum terhadap semua bidang atau permasalahan, 
disamping hal tersebut MoU dapat mengatur pelaksanaan 
teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini 
umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa 
melalui prosedur pengesahan lebih lanjut. 
2. Treaty 
Terminologi Treaty dapat digunakan dalam pengertian 
umum dan khusus. Menurut pengertian umum istilah treaty 
yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah 
perjanjian internasional, mencakup seluruh perangkat atau 
instrumen yang dibuat oleh subyek hukum internasional dan 
memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum 
internasional. Menurut pengertian khusus, istilah treaty dalam 
bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah traktat. Hingga 
saat ini tidak terdapat pengaturan yang konsisten atas 
penggunaan terminologi traktat tersebut. 
Umumnya traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya 
merupakan hal-hal yang sangat prinsipil yang memerlukan pengesahan 
atau ratifikasi. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori traktat 
diantaranya perjanjian yang mengatur masalah keamanan, perdamaian, 
persahabatan, perbatasan negara, deliminasi dan ekstradisi. 
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1. Convention 
Dalam pengertian umum terminologi convention juga 
mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. 
Dalam hal ini pasal 38 Mahkamah internasional menggunakan 
istilah International Conventions sebagai salah satu sumber 
hukum internasional. Dengan demikian pengertian umum dari 
convention dapat disamakan dengan pengertian umum dari 
treaty. 
Dalam pengertian khusus, terminologi convention yang 
dalam bahasa Indonesia disebut Konvensi digunakan sebagai 
penamaan bagi perjanjian multilateral yang melibatkan 
sejumlah negara sebagai peserta dalam perjanjian. Konvensi 
umumnya bersifat terbuka bagi masyarakat internasional untuk 
berpartisipasi sebagai pihak yang terlibat. Disamping itu, 
instrument hukum internasional yang dirundingkan atas 
prakarsa dan disepakati melalui forum organisasi internasional, 
umumnya juga diberi nama Konvensi. 
2. Agreement 
Dalam pengertian umum, dalam Konvensi Wina 1969 
tentang hukum perjanjian menggunakan terminologi 
International Agreement untuk seluruh perangkat hukum 
internasional, termasuk treaty dan persetujuan-persetujuan 
lainnya. Dalam pengertian khusus, terminalogi agreement yang 
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dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah 
“persetujuan” umumnya mengatur materi yang memiliki 
cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. 
Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah 
“persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada 
perjanjian multilateral. Terminologi “persetujuan” umumnya 
juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi 
kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu 
pengetahuan. Dalam bidang yang erat kaitannya dengan 
keuangan, “persetujuan” juga digunakan pada perjanjian yang 
menyangkut masalah pencegahan pajak berganda, perlindungan 
investasi atau bantuan keuangan. Salah satu contohnya ialah 
Grant Agreement, yaitu perjanjian bantuan keuangan yang 
dilakukan antara Nile Basin Initiative dengan World Bank. 
3. Declaration 
Merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-
ketentuan umum dimana pihak pihak pada deklarasi tersebut 
berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu 
di masa yang akan datang. Declaration lebih berisi komitmen 
politis yang isinya ringkas dan padat serta mengesampingkan 
ketentuan-ketentuan prosedural yang bersifat formal seperti 
surat kuasa (full powers), ratifikasi dan lainnya. 
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Berlaku dan mengikatnya suatu perjanjian internasional merupakan 
salah satu peraturan dalam perjanjian internasional yang penting untuk 
diketahui. Dalam Pasal 24 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa 
berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada ketentuan 
perjanjian internasional itu sendiri atau apa yang telah disetujui oleh 
negara peserta. 
Adapun mengikatnya suatu perjanjian tergantung pada tahap-tahap 
pembentukan perjanjian itu. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan 
ratifikasi maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum yaitu 
terikatnya negara penandatangan pada perjanjian tersebut. Namun bila 
perjanian mensyaratkat ratifikasi maka negara akan terikat secara hukum 
hanya setelah ia meratifikasi.
47
 
Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa perjanjian 
internasional berakhir karena hal berikut :
48
 
1. Telah tercapai tujuan 
2. Berakhirnya masa berlaku 
3. Salah satu pihak menghilang dan punahnya objek perjanjian 
4. Adanya persetujuan peserta untuk mengakhiri perjanjian 
5. Adanya perjanjian baru yang kemudian membatalkan 
perjanjian terdahulu 
6. Syarat-syarat perjanjian terpenuhi 
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7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh suatu negara peserta dan 
di setujui oleh peserta perjanjian lain. 
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional 
dapat di batalkan karena hal tersebut : 
1. Negara atau wakil kuasa penuh melakukan pelanggaran 
terhadap hukum nasionalnya. 
2. Adanya unsur kesalahan (error) dalam pembuatan perjanjian 
internasional, 
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta yang satu kepada 
negara lainnya, 
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan melalui kelicikan 
atau penyuapan, 
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara oleh negara 
yang lain, 
6. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional. 
Dalam kategori pihak pihak yang terlibat, perjanjian internasional 
kemudian dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian bilateral dan 
perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang 
diadakan oleh dua pihak seperti perjanjian pembagian air The Indus Water 
Treaty 1960 diantara India dan Pakistan. Karena hanya diadakan oleh dua 
pihak, materi yang diatur dalam perjanjian pun hanya menyangkut 
kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu perjanjian bilateral ini bersifat 
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tertutup, artinya tidak ada kemungkinan bagi pihak lain untuk ikut serta 
dalam perjanjian. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang 
diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur 
kepentingan pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian ini 
sifatnya terbuka dan cenderung berkembang menjadi kaidah hukum 
internasional yang berlaku secara umum atau universal. 
Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya perjanjian dapat 
dibedakan menjadi treaty contract dan law making treaty.
49
 Treaty 
contract dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau 
perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberi kesempatan 
kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta 
perjanjian. Seperti perjanjian pembagian hak kelola air sungai Indus 
diantara India dan Pakistan, akibat yang timbul dari perjanjian ini hanya 
mengikat India dan Pakistan. Sedangkan law making treaty adalah 
perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak 
hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tetapi juga dapat mengikat 
pada pihak ketiga. Perjanjian jenis ini biasanya terdapat dalam perjanjian 
multilateral yang bersifat terbuka dimana perjanjian ini memberi 
kebebasan bagi yang ingin turut terlibat dalam perjanjian tersebut. Cotoh 
dari law making treaty ini adalah Konvensi Wina 1963 mengenai 
hubungan konsuler, konvensi-konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan 
terhadap korban perang, konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) 
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tentang hukum laut, Space Treaty 1967, Deklarasi HAM 1948, dan lain-
lain. 
Perjanjian internasional biasanya dituangkan dalam bentuk struktur 
perjanjian internasional yang lengkap dan dibuat melalui tiga tahap, yaitu 
tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi. 
1. Negotiation (perundingan) 
Tahapan ini merupakan tahap awal dalam suatu 
pembicaraan untuk merumuskan perjanjian internasional. 
Dalam tahap perundingan ini masing masing pihak atau negara 
yang berkepentingan dapat diwakili oleh pejabat negara dengan 
membawa surat kuasa penuh kecuali kepala negara, kepala 
pemerintahan (perdana menteri), menteri luar negeri, dan duta 
besar. Karena keempat pejabat tersebut telah dianggap sah 
mewakili negaranya berdasarkan jabatannya.  
Pada tahap perundingan pihak yang terlibat dalam 
perjanjian biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu materi-
materi apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian. Pada 
tahap ini pula materi yang dicantumkan ditinjau dari berbagai 
segi baik politik, ekonomi, maupun keamanan. 
Dipertimbangkan pula akibat-akibat apa yang akan muncul 
setelah perjanjian disahkan akan menguntungkan atau 
merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta 
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kemungkinan dampak dan tanggapan pihak-pihak yang tidak 
terlibat dalam perjanjian. 
2. Signature (penandatanganan) 
Setelah naskah perjanjian selesai di tetapkan maka tahap 
selanjutnya adalah tahap penandatanganan. Tahap 
penandatanganan ini biasanya lebih merupakan formalitas. 
Dalam perjanjian bilateral, kedua perwakilan negara harus 
menyetujui penerimaan naskah perjanjian. Sedangkan dalam 
perjanjian multilateral, akan berlaku hanya jika hal tersebut 
diatur secara khusus dalam isi perjanjian. Mengenai konvensi-
konvensi multilateral, penandatanganan pada umumnya 
dilakukan pada waktu sidang penutupan resmi (seance de 
cloture) pada saat mana setiap delegasi menghampiri sebuah 
meja dan membubuhkan tanda atas nama kepala negara atau 
kepala pemerintahan yang mengangkat mereka.
50
 
Ketentuannya, seperti dinyatakan dalam pasal 10 konvensi 
wina, adalah bahwa naskah itu dapat disahkan dengan prosedur 
yang ditetapkan dalam traktat itu sendiri, atau sebagaimana 
diperjanjikan oleh negara-negara yang melakukan perundingan, 
atau dalam hal ini tidak ada prosedur kesepakatan tersebut.
51
 
Penandatanganan yang sah akan dilakukan oleh menteri 
luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan. Dengan 
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menandatangani suatu naskah perjanjian, maka suatu negara 
dianggap telah menyetujui untuk terikat pada perjanjian 
tersebut. Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk 
mengikat diri pada suatu perjanjian dapat dilakukan melalui 
ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu 
perjanjian. 
3. Ratification (pengesahan) 
Tahap akhir dalam perumusan perjanjian internasional ialah 
tahap ratifikasi. Menurut konvensi wina, ratifikasi di 
definisikan sebagai “tindakan interasional....dengan cara mana 
suatu negara menetapkan pada taraf internasional 
persetujuannya untuk terikat oleh suatu traktat”.52 Sejalan 
dengan definisi ini, ratifikasi tidak dianggap mempunyai akibat 
berlaku surut, dengan maksud mengikatkan traktat itu sejak dari 
tanggal penandatanganan. Ratifikasi atau pengesahan 
merupakan persetujuan terhadap rencana perjanjian 
internasional yang telah disusun agar menjadi suatu perjanjian 
yang berlaku bagi masing-masing negara yang terlibat. 
Setelah para wakil negara peserta perundingan melakukan 
penandatanganan naskah perjanjian internasional, langkah 
selanjutnya ialah membawa naskah tersebut untuk diperlihatkan 
kepada pemerintahan masing-masing negara yang terlibat untuk 
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kemudian dinilai. Pemerintah akan meninjau isi dari perjanjian 
tersebut dengan kepentingan nasional negaranya, serta apakah 
delegasi yang diberi kuasa penuh telah menggunakan 
wewenang tersebut dengan baik atau justru bertindak diluar 
batas wewenang yang diberikan. 
Dengan demikian meskipun delegasi negara yang 
bersangkutan sudah menandatangani naskah perjanjian, maka 
negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada 
perjanjian. Negara tersebut baru terikat pada perjanjian setelah 
naskah diratifikasi. 
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BAB III 
KERJASAMA PENGELOLAAN SUNGAI INDUS ANTARA INDIA DAN 
PAKISTAN 
 
A. Profil India dan Pakistan 
1.1. India 
India merupakan negara republik yang merdeka dari Inggris pada 
15 Agustus 1947. Secara geografis India merupakan negara yang 
berbatasan dengan Cina, Nepal, dan Bhutan di sebelah utara. Di 
sebelah timur berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, dan teluk 
Benggala. Berbatasan dengan Sri Lanka dan Samudera Hindia di 
sebelah selatan, serta Pakistan dan laut Arab di sebelah Barat.
53
 India 
memiliki garis pantai sepanjang 7.600 km yang merupakan rute 
perdagangan penting dan bersejarah serta berbatasan dengan semua 
negara di Asia Selatan.
54
 
India dikenal sebagai semenanjung terbesar di dunia dan negara 
terbesar ketujuh karena luas wilayahnya yang mencapai ± 3.287.590 
km2.
55
 Selain berbatasan darat dengan banyak negara, India juga 
berbatasan dengan Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Bengal 
yang menjadikannya rute utama pemasokan energi dari wilayah Teluk 
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ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Jepang, Australia dan Cina, selain itu 
perdagangan manufaktur dan barang mentah dari India dijual ke Eropa, 
Timur Tengah dan Afrika melalui jalur ini juga.
56
 Tingkat kepadatan 
penduduk di India yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, 
menjadikan India sebuah negara dengan peduduk terbanyak kedua di 
dunia. 
India adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi 
tercepat di dunia. India yang merupakan salah satu dari  negara industri 
baru, telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting di Asia 
Selatan, ditambah lagi memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan 
tersebut dan mempunyai kemampuan senjata nuklir. Hal tersebut 
merupakan gambaran dari power yang dimiliki India untuk 
meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan. Sistem 
pemerintahan di India menganut sistem Republik Federal dimana 
kepala negaranya adalah Presiden sedangkan kepala pemerintahannya 
adalah Perdana Menteri. Dengan sistem pemerintahan tersebut India 
terbagi ke dalam 28 negara bagian.
57
 Saat ini presiden India adalah 
Shri Pranab Mukherjee dan perdana menterinya adalah Dr Manmohan 
Singh. Wilayah India kini dihuni oleh mayoritas kaum hindu, 
penduduk muslim yang dulunya bermukim di wilayah India kini 
berpindah ke wilayah Pakistan.  
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1.2. Pakistan 
Secara geografis, Pakistan memiliki letak yang sangat strategis. Di 
sebelah utara Pakistan berbatasan dengan daratan Cina, di sebelah 
selatan terdapat laut Arab yang tidak lain merupakan jalur 
perdagangan internasional, di sebelah timur berbatasan dengan negara 
India, dan Iran di sebelah Barat.
58
 Dapat dikatakan juga bahwa 
Pakistan berbatasan dengan kawasan Asia Timur, Asia Tengah, dan 
juga kawasan Timur Tengah. Pakistan sendiri dikelompokkan dalam 
kawasan Asia Selatan, di mana di kawasan tersebut ia menjadi salah 
satu negara dengan kekuatan militer yang kuat yang dilengkapi dengan 
ketersediaan amunisi nuklir. Sehingga Pakistan memiliki peran penting 
sebagai stabilitator pengaruh India di kawasan Asia Selatan, dengan 
pengembangan teknologi nuklirnya tersebut. 
Wilayah Pakistan dulunya terdiri dari Pakistan barat dan Pakistan 
timur, namun karena adanya masalah politik sehingga menyebabkan 
Pakistan timur ingin memisahkan diri dari negara Pakistan dan dengan 
bantuan India berhasil memerdekakan dirinya menjadi sebuah negara 
baru dengan nama Bangladesh. Saat ini luas wilayah negara Pakistan 
adalah ± 803.943 km persegi.
59
 
Seperti halnya India, pertanian juga memberi kontribusi yang besar 
pada kemajuan ekonomi Pakistan. Hasil pertanian yang penting di 
Pakistan ialah beras, kapas, gula dan gandum. Jumlah penduduk yang 
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aktif secara ekonomi di bidang pertanian adalah diperkirakan 24,0 juta, 
yang merupakan 40 persen dari populasi yang aktif secara ekonomi 
dimana 29 persen dari populasi tersebut adalah perempuan. Pada tahun 
2009, Pendapatan Domestik Bruto Pakistan adalah US $ 161.990 juta 
di antaranya pertanian menyumbang 22 persen.
60
 Industrinya belum 
begitu maju, namun dari industri telah dihasilkan tekstil, pupuk dan 
bahan-bahan kimia untuk diekspor. 
Nama Pakistan di ambil dari nama-nama provinsi di Pakistan, yaitu 
Punjab, Afgania (provinsi North West Frontier), Kashmir, Indus-
Sindh, dan Balochistan. Jumlah penduduk Pakistan pada 2013 adalah 
190.291.129 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata adalah 214 jiwa 
per km2.
61
 Mayoritas penduduk Pakistan bermukim di dataran Indus 
yang sebagian besar menganut agama Islam. Bentuk pemerintahan 
Pakistan adalah Republik Federal, dimana Presiden sebagai kepala 
negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota 
negara Pakistan adalah Islamabad. Presiden saat ini ialah Mamnun 
Hussain sedangkan Perdana Menterinya adalah Nawaz Sharif. Adapun 
sistem politiknya menerapkan sistem hibrida yakni menjadi negara 
demokrasi sekaligus negara Islam. 
B. Hubungan India dan Pakistan 
India dan Pakistan merupakan dua negara yang memiliki pengaruh 
besar terhadap kestabilan kawasan Asia Selatan, karena kepemilikan 
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energi nuklirnya. Saat kekuasaan kolonial Inggris masih benar-benar 
kokoh di anak benua India, Pakistan merupakan bagian dari wilayah India. 
Namun memasuki abad ke-20 terdapat dua organisasi yang berdiri sebagai 
bentuk gerakan nasionalisme (kesadaran nasional) bangsa India yaitu 
organisasi All Indian National Congress yang lebih dikenal dengan 
Kongres dan All Indian Muslim League yang disingkat Liga Muslim.
62
 
Berdirinya kedua organisasi ini merupakan awal masalah bepisahnya 
negara India dan Pakistan. 
Setelah Kongres memenangkan pemilihan umum pada 1937 di 
India, kekhawatiran besar dialami Liga Muslim dan seluruh umat muslim 
di India karena Kongres yang digerakkan oleh mayoritas kaum hindu tidak 
pernah mendengarkan aspirasi kaum muslim India.
63
 Karena kekhawatiran 
tersebut beberapa kaum muslim India kemudian berubah menjadi gerakan 
separatis. Dalam perjuangan umat muslim di India dikeluarkanlah 
Resolusi Lahore pada Maret 1940 yang disahkan oleh Liga Muslim. 
Resolusi Lahore memuat keinginan kaum muslim India untuk mendirikan 
Negara Islam Pakistan yang terpisah dari kaum hindustan yang mayoritas 
dibawah kepemimpinan Kongres. Negara Islam Pakistan yang 
diperjuangkan oleh Liga Muslim meliputi: kawasan India Barat Laut 
(terdiri dari provinsi-provinsi punjab, North West Frontier Provinsce, Sind 
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dan Baluchistan) dan Kawasan India Timur Laut (Provinsi Benggala dan 
Assam).
64
 
Gerakan-gerakan yang terus dilakukan Kongres dan Liga Muslim 
untuk menuntut kemerdekaan penuh bangsa India membuahkan hasil. 
Pada 20 februari 1947, Atlee sebagai Perdana Menteri pada waktu itu 
mengumumkan  bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan bagi India 
dan meninggalkan India pada 1848.
65
 
Meredekanya India pada 1947 juga disusul berdirinya negara 
Republik Islam Pakistan secara resmi. Pada Juli 1947 parlemen Inggris 
mengesahkan Undang-Undang kemerdekaan (the India Independence Bill) 
untuk memberi kemerdekaan dan membagi anak Benua India menjadi dua 
negara. 
Hubungan kedua negara besar di asia selatan ini sudah buruk dari 
sejak kemerdekaan kedua negara tersebut. Ditambah lagi adanya masalah 
perebutan wilayah di perbatasan kedua negara yang dikenal dengan 
konflik wilayah Kashmir, semenjak keluarnya koloni Inggris dari kawasan 
anak benua India. Selain masalah sengketa di wilayah kashmir terdapat 
juga masalah perebutan sumber air di antara kedua negara yang 
berkekuatan nuklir ini. Sumber air yag menjadi rebutan kedua negara 
tersebut adalah sungai Indus yang mengalir melewati batas negara India 
dan Pakistan. 
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C. Potensi Sungai Indus 
Sungai Indus ini merupakan salah satu sungai yang menopang 
kehidupan masyarakat di kawasan Asia Selatan, karena mengalir di dua 
negara besar di kawasan tersebut. Sungai Indus juga merupakan salah satu 
sungai terpanjang di dunia, dengan panjang sekitar 2.000 mil (3.200 km).
66
 
total luas drainase Adalah sekitar 450.000 mil persegi (1.165.000 km 
persegi), dimana 175.000 mil persegi (453.000 km persegi) terletak pada 
kaki pegunungan himalaya, hindu kush, dan sisanya adalah di dataran semi 
kering di Pakistan. Aliran tahunan sungai adalah sekitar 58 kilometer 
kubik (243 km kubik).
67
 
Selain dikenal karena aliranya yang mengalir dari pegunungan 
himalaya, sungai Indus juga dikenal dari sejarahnya yang dikenal dengan 
peradaban lembah sungai Indus. Peradaban dimana saat India dan Pakistan 
masih dalam satu kesatuan, bermukim di sepanjang daerah  aliran sungai 
Indus. Sejak dari peradaban lembah sungai Indus hingga saat ini, 
mayoritas penduduk lembah sungai Indus dikenal dengan pekerjaannya 
yang bekerja sebagai petani. Namun sejak dari berpisahnya kedua negara 
bekas koloni Inggris ini, masing-masing India dan Pakistan saling 
berlomba untuk memanfaatkan keberadaan sungai Indus demi kepentingan 
negaranya masing-masing. 
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Gambar 1. Peta sungai indus 
 
Sumber: http://geography.howstuffworks.com/asia/the-
indus-river.htm, diakses pada 28 maret 2015 
Gambar di atas menunjukkan sungai Indus dengan garis biru, 
sehingga terlihat aliran sungai Indus tersebut berasal dari pegunungan 
Himalayah di Tibet. Sungai Indus mengalir dari dataran tinggi Tibet di 
china barat dekat Danau Manasarovar. Kemudian sungai tersebut mengalir 
memasuki daerah ladakh di wilayah jammu dan kashmir yang dikuasai 
India, lalu masuk ke wilayah Pakistan bagian utara dan terus mengalir ke 
selatan sepanjang wilayah Pakistan hingga memasuki pelabuhan Karachi 
Pakistan dan bermuara di Laut Arab. Sungai Indus memiliki banyak anak 
sungai seperti, Sungai Astor, Sungai Nagar, Sungai Dras, Sungai Balram, 
Sungai Ghizar, Sungai Gar, Sungai Gumal, Sungai Gilgit, Sungai Kurram, 
Sungai Kabul, Sungai Shigar, Sungai Sohan, Sungai Shyok, Sungai 
Zanskar, Sungai Tanubal, dan Sungai Punjab yang merupakan gabungan 
49 
 
dari lima anak sungai utama.
68
 Kelima anak sungai utama itu adalah Beas, 
Sutley, Ravi, Jhelum, dan Chenab. 
Terdapat sekitar 300 juta orang diperkirakan hidup di lembah 
Indus. Wilayah sungai Indus memiliki luas total 1,12 juta km2 
didistribusikan antara Pakistan (47 %), India (39 %), Cina (8 %) dan 
Afghanistan (6 %). 
Tabel. 1 Negara disekitar aliran sungai Indus 
Basin 
Area Basin  
(km²) 
    
Negara 
Area Basin 
negara (km²) 
Total area 
Basin 
(%) 
Total area 
negara 
(%) 
Indus 1.120.000 
Pakistan 
India 
China 
Afghanistan 
520.000 
440.000 
88.000 
72.000 
47 
39 
8 
6 
65 
14 
1 
11 
Sumber:FAO (Food and Agriculture Organization), diakses di 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/indus/index.stm, diakses pada 05 maret 2015 
pukul 15.33 WITA 
Aliran sungai Indus dipengaruhi oleh musim yang ada di kawasan 
Asia Selatan, debit air sungai Indus akan mengurang secara signifikan di 
musim dingin dan akan meluap di musim hujan pada bulan juli-september. 
Masuknya musim hujan di daerah aliran sungai Indus di iringi dengan 
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mencairnya salju yang ada di pegunungan Himalayah, sehingga sering 
mengakibatkan terjadinya banjir di sungai Indus. Karena sungai Indus 
termasuk sungai yang besar, maka sungai Indus akan melebar hingga 
beberapa mil akibat banjir. 
Sungai Indus memiliki curah hujan tahunan yang bervariasi yakni 
antara 5 dan 20 inci (125 dan 510 mm).
69
 Dengan demikian beragam 
tumbuhan dapat tumbuh di sekitar aliran sungai indus seperti gandum. 
Sungai indus ini dikenal kaya akan ikannya. Jenis ikan yang paling banyak 
terdapat di perairan sungsi indus adalah  ikan tatta, kotri, dan sukkur. 
D. Kepentingan India dan Pakistan 
1.1 India 
Pertumbuhan penduduk di India kini semakin meningkat setiap 
tahunnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di India 
maka akan menambah kebutuhan negara tersebut terhadap ketersediaan 
air. Sehingga keberadaan sumber-sumber air seperti sungai Indus akan 
sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup penduduk di negara yang 
padat populasinya seerti India. 
Pada tahun 2009, India merupakan negara terpadat kedua di dunia, 
dengan perkiraan populasi total 1.208 juta.
70
 Mayoritas penduduknya 
beragama Hindu dan sebagiannya beragam mulai dari islam, kristen, 
Sikh, Buddha dan sebagainya. 
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Tabel.2 : Tingkat Populasi India 
 
Sumber : Worldmeters, diakses di http://www.worldometers.info/world-
population/india-population/, pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 12.30 WITA 
 
Disamping itu sebagian besar penduduk India bekerja di sektor 
pertanian. Penduduk terbanyak juga berpusat di daerah aliran sungai, 
seperti Sungai Gangga dan Sungai Indus. Pertanian di India menjadi 
salah satu yang mendukung pertumbuhan ekonomi negaranya, dari sejak 
sebelum merdekanya negara tersebut. Pada tahun 2009, produk domestik 
bruto nasional (PDB) sebesar US $ 1.310.171 dan pertanian 
menyumbang 17 persen.
71
 Mayoritas pekerja yang aktif dibidang 
pertanian adalah perempuan. 
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Tabel.3 : Data Eksport India 
 
Sumber : FAO, di akses di http://faostat.fao.org/ pada tanggal 20 Maret 
2015 pukul 19.22 WITA 
 
Sepert yang terlihat dalam bagan ekspor India di atas, terdapat 
Serat kapas (Cotton lint),Kue dari kedelai (Cake of Soybeans),Gula 
rafinasi (Sugar Refined), Jagung (Maize), dan Kacang tanah (Groundnuts 
Shelled) yang menjadi barang ekspor utama dari India. Hal ini 
menunjukkan bahwa sampai sekarang hasil pertanian masih memberi 
kontribusi dalam perekonomian India. Dalam menjaga kelangsungan 
ketersedian hasil pertanian yang baik di India, tentunya membutuhkan 
bantuan yang besar dari keberadaan aliran-aliran sungai untuk mengairi 
lahan pertanian yang ada. Dalam masalah ini, pertanian India didukung 
53 
 
dengan sistem irigasi dari sungai-sungai Himalaya, dimana salah satunya 
adalah sungai Indus. 
Sungai Indus adalah salah satu sungai yang paling indah di India. 
Bersama dengan anak-anak sungainya, Sungai Indus membentuk sistem 
sungai penting, yang telah mendukung ketersediaan air di wilayah India 
yang subur dan padat penduduknya. Sungai Indus juga menunjang 
sumber daya hutan yang ada di India dan membantu ekonomi pertanian 
di India. 
Daerah aliran sungai Indus yang ada di India adalah sekitar 
440.000 km2, hampir 14 persen dari total luas negara, di Jammu dan 
Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana dan 
Chandigarh. Hanya sekitar 14 persen dari total luas DAS.
72
 Namun bagi 
India selain bermanfaat untuk irigasi, sungai Indus juga memiliki potensi 
besar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
utamanya didaerah Jammu dan Kashmir. Dengan potensi tersebut India 
membuat berbagai rancangan pembangunan bendungan bermuatan 
Hydroelectrik di daerah aliran sungai Indus. 
1.2 Pakistan 
Pakistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar 
penduduknya hidup dari hasil pertanian. Sungai Indus merupakan sungai 
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terbesar yang mengalir di sepanjang wilayah Pakistan.
73
 negara yang 
sebagian besar masyarakatnya adalah muslim ini, tidak pernah menyerah 
atas sengketa perebutan wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir merupakan 
bagian hulu dari aliran-aliran sungai Indus yang masuk ke wilayah 
Pakistan, sehingga sungai Indus dan wilayah kashmir sangat penting bagi 
negara Pakistan.  
Jumlah penduduk Pakistan pada 2013 adalah 190.291.129 jiwa dan 
kepadatan penduduk rata-rata adalah 214 jiwa per km2.
74
 Mayoritas 
penduduk Pakistan bermukim di dataran Indus yang sebagian besar 
menganut agama Islam. 
Tabel.4 : Tingkat Populasi Pakistan 
 
Sumber : Worldmeters, diakses di http://www.worldometers.info/world-
population/india-population/, pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 12.30 
WITA 
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Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa tingkat populasi di 
Pakistan terus meningkat setiap tahunnya. Keadaan tersebut akan 
meningkatkan kebutuhan Pakistan akan air. Sebagian besar penduduk 
Pakistan bekerja di bidang pertanian sehingga tempat tinggalnya berpusat 
di daerah aliran sungai Indus. Sungai Indus mendukung pertanian di 
Pakistan dengan sistem irigasi yang ada. Seperti halnya India, pertanian 
juga memberi kontribusi yang besar pada kemajuan ekonomi Pakistan. 
Barang-barang hasil pertanian merupakan pemasok barang ekspor utama 
di Pakistan. Hasil pertanian yang penting di Pakistan ialah Gandum, 
Kentang, dan Jagung. Hasil-hasil pertanian itulah yang menghidupi 
sebagian besar masyarakat Pakistan. selain itu, hasil pertanian seperti 
kentang, gandum, jeruk, tepung. 
Tabel . Data Eksport Pakistan 
 
Sumber : Fao, di akses di http://faostat.fao.org/ pada tanggal 20 Maret 2015 
pukul 19.22 WITA 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil Pertanian merupakan 
salah satu barang ekspor yang di andalkan oleh Pakistan. Jumlah 
penduduk yang aktif secara ekonomi di bidang pertanian adalah 
diperkirakan sekitar 24 juta, yang merupakan 40 persen dari populasi 
yang aktif secara ekonomi dimana 29 persen dari populasi tersebut 
adalah perempuan. Pada tahun 2009, Pendapatan Domestik Bruto 
Pakistan adalah US $ 161.990 juta di antaranya pertanian menyumbang 
22 persen.
75
 Sedangkan kelangsungan dari pertanian Pakistan sangat 
bergantung pada keberadaan sungai Indus. 
Pakistan merupakan daerah dataran rendah di lembah sungai Indus. 
sungai Indus merupakan penopang utama kehidupan masyarakat 
Pakistan. Di Pakistan, lembah Sungai Indus mencakup sekitar 520.000 
km2, atau 65 persen dari wilayah, yang terdiri dari seluruh provinsi 
Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa dan sebagian besar wilayah provinsi 
Sindh dan bagian timur Balochistan.
76
 
Sungai Indus digunakan untuk mendukung infrastruktur irigasi, 
untuk menyimpan cadangan air yang kemudian akan digunakan dalam 
bidang pertanian di saat musim kering tiba. Sungai Indus telah 
mendukung irigasi untuk pertanian di Pakistan selama 4.000 tahun.
77
 
Selain bermanfaat untuk lahan pertanian, sungai Indus juga di gunakan 
Pakistan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air seperti yang di lakukan 
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India. Sehingga sama halnya dengan India, Pakistan juga membangun 
bendungan-bendungan bernuatan hydroelectrik untuk kebutuhan 
negaranya. 
E. Konflik Air India – Pakistan 
Masalah air di lembah sungai Indus telah bermula dari sejak masih 
berkuasanya koloni Inggris di wilayah anak benua India. Inggris 
membangun sistem irigasi di daerah aliran sungai Indus. Konflik di awali 
dengan munculnya perselisihan tentang aliran air sungai Indus antara 
provinsi Punjab dan Sind. Sehingga pada tahun 1942, dilakukan 
pembicaraan oleh komisi yang di tunjuk koloni Inggris untuk 
menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil. 
Setelah keluarnya koloni Inggris dan memberikan kemerdekaan 
kepada anak benua India yang dibagi menjadi dua negara yaitu India dan 
Pakistan, menyisahkan garis batas negara yang tidak mempertimbangkan 
batas-batas irigasi yang ada. Kemerdekaan anak benua India di tahun 1947 
menjadikan provinsi Punjab masuk kedalam wilayah teritory India 
sedangkan provinsi Sind masuk dalam wilayah Pakistan sehingga masalah 
air ini memasuki sengketa Internasional antara negara India dan Pakistan.  
Pada 1947 pihak India dan Pakistan bertemu untuk pertama kalinya 
atas nama negara untuk menyelesaikan permasalahan air yang berakhir 
dengan disepakatinya Perjanjian Standstill (Standstill Agreement).
78
 
Namun setahun setelah disetujuinya perjanjian tersebut India dan Pakistan 
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memutuskan untuk mengakhiri perjanjian. Kemudian pada tahun 1943 dan 
1945 kedua belah pihak memutuskan untuk mencoba bertemu kembali 
namun tidak menemukan titik terang sehingga masalah tersebut di rujuk ke 
London pada 1947.
79
 
India sebagai daerah yang berada di bagian hulu pada aliran sungai 
Indus, membuatnya memiliki banyak kesempatan dan posisi yang baik 
dalam membangun bendungan dan PLTA atau hydroelectrik. Hal ini juga 
didukung atas penguasaannya pada daerah sengketa Jammu dan Kashmir 
yang sangat berpotensi untuk dibangun Hydroelectrik. "Many in Pakistan 
are worried that, being in control of upstream waters, India can easily 
run Pakistan dry either by diverting the flow of water by building storage 
dams or using up all the water through hydroelectric power schemes," 
kata Rifaat Hussain seorang security analyst Pakistan dalam sebuah 
artikel internasional.
80
 Menurut pernyataan dari Rifaat Hussain di atas, 
India dapat dengan mudah mengendalikan aliran air yang masuk ke 
Pakistan dengan adanya bendungan-bendungan besar yang dibangun 
India di daerah aliran sungai Indus. 
Cara India memanfaatkan posisinya di daerah hulu, memunculkan 
kekhawatiran yang besar dalam masyarakat Pakistan akan ketersediaan air 
dari aliran sungai Indus. Karena tidak adanya kesepakatan yang baru 
antara India dan Pakistan mengenai masalah pengelolaan air lintas batas di 
sungai Indus, India yang mengandalkan posisinya sebagai daerah hulu 
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mulai menghentikan aliran air yang akan memasuki daerah Pakistan. 
Seperti yang terjadi pada tahun 1948, dimana India secara sepihak 
memotong pasokan air dari aliran sungai Indus yang seharusnya mengalir 
ke kanal-kanal Headworks milik Pakistan di sungai Ravi dan Sutlej.
81
 
Tindakan India tersebut membuat Pakistan mengalami masalah 
pada perekonomian nasionalnya, dan merusak lahan-lahan pertanian 
masyarakat pakistan akibat hilangnya sumber daya air akibat 
pembendungan yang dilakukan pihak India. Dengan ketakutan akan 
berlangsungnya pembendungan aliran air secara terus menerus oleh India, 
Pakistan mulai mengajukan kembali rencana negosiasi dengan pihak India 
mengenai masalah air sungai Indus tersebut. 
1. Proses negosiasi 
Pada 1948 dalam konferensi Inter-Dominika antara India dan 
Pakistan yang dilaksanakan di Delhi untuk membahas permasalahan 
air India-Pakistan, India menyatakan menyetujui untuk mengalirkan 
kembali aliran air ke kanal-kanal Pakistan dengan syarat tidak ada 
klaim untuk hak kepemilikan atas sungai Indus bawah (Caponera, 
1987, hal 511). Awalnya meskipun Pakistan menolak syarat tersebut 
namun kedua negara tetap menandatangani kesepakatan tersebut yang 
selanjutnya disebut dengan Perjanjian Delhi (the Delhi Agreement). 
Dalam perjanjian tersebut India menjanjikan kepada Pakistan bahwa 
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tidak akan menarik penyaluran air tanpa memberikan waktu kepada 
Pakistan untuk mengembangkan sistem alternatif.
82
 
Dalam sebuah catatan yang tertanggal pada 16 juni 1949 Pakistan 
menyatakan untuk membagi dengan adil semua perairan umum dan 
menyarankan untuk mengubah yuridiksi kasus ke Pengadilan Dunia 
(the World Court). Sedangkan India menyarankan untuk lebih dulu 
menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada sebelum membawa 
masalah tersebut ke pihak ketiga. Dan akhirnya baik India maupun 
Pakistan bersikukuh dengan pendapat masing-masing, yang membuat 
masalah perairan ini menemui jalan buntu hingga ditahun 1950. 
Hingga pada tahun 1951, Jawaharlal Nehru (perdana menteri India 
pada saat itu) mengundang David Lilienthal (mantan ketua TV A) 
untuk mengunungi India dimana saat itu David Lilienthal juga 
mengunjungi Pakistan. Setelah kunjungannya di kedua negara 
berseteru tersebut David Lilienthal yang kembali ke Amerika Serikat 
menuliskan kesan dan rekomendasinya atas masalah air India dan 
Pakistan dalam sebuah artikel. Dalam artikelnya Lilienthal 
menyarankan untuk kedua negara bekerjasama dalam membuat 
fasilitas penyimpanan air yang lebih besar di sungai Indus (Indus 
Engineering Corporation), dimana masalah pendanaan internasional 
dapat mendapat meminta bantuan dari pihak World Bank. Disamping 
itu, Lilienthal juga menyarankan kepada pihak Bank Dunia untuk 
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menjadi mediator penengah dalam menyelesaikan permasalahan air 
antara India dan Pakistan. 
David Black yang merupakan Presiden Bank Dunia pada saat itu 
menyambut baik saran dari Lilienthal atas masalah air India dan 
Pakistan. David Black kemudian mengundang perdana menteri India 
dan Pakistan untuk membicarakan permasalahan air lintas batas di 
sungai Indus yang diseterukan kedua negara tersebut. Setelah 
pertemuan tersebut David Black mengeluarkan beberapa prinsip 
penting sebagai resolusi konflik (Conflict Resolution) untuk masalah 
air India dan Paksitan. Prinsip tersebut yakni bahwa, sumber daya air 
cekungan Indus harus dikelola secara kooperatif dan bahwa masalah 
cekungan harus diselesaikan pada fungsional dan bukan pada pesawat 
politik, tanpa dikaitkan dengan negoisasi dan klaim yang lalu. Prinsip 
tersebut ditambah dengan saran dari David Black untuk kedua negara 
agar memilih seorang Engineer (insinyur) untuk rencana 
pengembangan cekungan Indus. 
Setelah kedua negara menyetujui saran-saran dari Bank Dunia, 
pada Mei 1952 pihak Bank Dunia dan juga India dan Pakistan bersama 
dengan Insinyur yang terpilih bertemu untuk pertama kalinya di 
Washington. Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai program 
untuk meningkatkan pasokan air sungai Indus demi pembangunan 
ekonomi di kedua negara riparian sungai Indus yaitu India dan 
Pakistan. 
62 
 
Pertemuan yang berlangsung beberapa minggu tersebut 
menghasilkan beberapa poin sebagai garis besar yakni; 
1. Penentuan jumlah persediaan air, dibagi dengan tangkapan dan 
penggunaan; 
2. Penentuan kebutuhan air dari daerah yang diairi dan diolah dari 
setiap negara; 
3. Saling membagi perhitungan data dan survei yang diperlukan 
kepada masing-masing negara 
4. Penyusunan perkiraan biaya dan jadwal konstruksi dari 
insinyur pekerja baru yang mungkin bisa dimasukkan dalam 
rencana komprehensif. 
Namun  pada pertemuan berikutnya pada tahun 1952 di Karachi, 
baik India maupun Pakistan tidak dapat menyetujui rencana 
pembangunan cekungan Indus tersebut. Pada pertemuan berikutnya di 
Delhi pada tahun 1953, Bank Dunia meminta pihak India dan Pakistan 
untuk memberi masukan atas rencananya masing-masing. Sehingga 
memunculkan masalah baru yakni dimana, 
1. Rencana awal India atas sungai Indus : Seluruh aliran sungai 
Indus Timur (Ravi, Beas, dan Sutlej) menjadi hak India dan 7% 
dari sungai Indus Barat (Indus, Jhelum dan Chenab), sedangkan 
Pakistan mendapatkan hak 93% sungai Indus Barat. 
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2. Rencana awal Pakistan atas sungai Indus : Seluruh aliran 
sungai Indus Barat dan 70% sungai Indus Timur menjadi hak 
Pakistan, sedangkan India mendapat 30% sungai Indus Timur. 
Melihat keadaan tersebut pihak Bank Dunia menyimpulkan bahwa 
proses negosiasi antara India dan Pakistan ini akan mengalami jalan 
buntu. Sehingga pada tahun 1954 Bank Dunia kembali memberikan 
jalan tengah untuk masing-masing usulan yang ada, yakni memberi hak 
atas seluruh aliran sungai Indus Timur kepada pihak India dan hak atas 
seluruh aliran sungai Indus Barat (kecuali sebagian kecil dari jhelum) 
diberikan kepada pihak Pakistan. Usulan dari Bank Dunia tersebut 
disetujui oleh kedua negara bersangkutan. 
India menerima proposal sebagai dasar kesepakatan pada 25 Maret 
1954, sedangkan Pakistan baru menyetujui pada 28 Juli 1954 karena 
kurang setuju dengan dibaginya Jhelum ke India walaupun hanya 
sebagian kecil, karena menurutnya sungai Indus Barat saja belum cukup 
untuk mengganti persediaan air yang sempat hilang dari sungai Indus 
Timur akibat pembendungan India. Dengan mempertimbangkan 
keluhan dari pihak Pakistan, Bank Dunia  menyarankan pihak India 
untuk membayar  kompensasi kepada Pakistan akibat tindakannya yang 
pernah memotong aliran air sungai Indus yang akan masuk ke kanal-
kanal Pakistan. 
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Setelah pihak India setuju untuk membayar kompensasi ke India, 
pihak Bank Dunia menyatakan akan membantu memberi bantuan dana 
internasional untuk pengembangan daerah aliran sungai Indus. Dengan 
begitu kedua belah pihak yakni India dan Pakistan menyatakan sepakat 
untuk penyelesaian pembayaran tetap untuk kompensasi adalah selama 
masa transisi sepuluh tahun. Sehingga penandatanganan perjanjian 
dilakukan di Karachi pada tanggal 19 September 1960 dan di ratifikasi di 
Delhi pada januari 1961. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama “the 
Indus Water Treaty”. 
F. The Indus Water Treaty 
Perjanjian pengelolaan air di antara India dan Pakistan merupakan 
salah satu perjanjian yang diakui efektif dan berhasil sepanjang sejarah 
pembagian pengelolaan air. Hal tersebut dinyatakan sebab keberadaan 
perjanjian yang tetap aktif berlaku di tengah memanasnya hubungan India 
dan Pakistan mengenai  masalah perebutan wilayah Kashmir di 
perbatasan. 
The Indus Water Treaty di tanda tangani oleh Perdana Menteri 
India Jawaharlal Nehru dan Presiden Pakistan Mohammad Ayub Khan di 
Karachi pada 19 September 1960 yang di tengahi oleh World Bank (Bank 
Dunia). Berdasarkan pasal II dan III dalam perjanjian Indus Water Treaty, 
menyatakan bahwa India memiliki hak atas penggunaan sungai Indus 
Timur (Sungai Ravi, Sungai Beas, dan Sungai Sutlej) dan anak sungainya 
sebelum alirannya memasuki wilayah Pakistan, sedangkan Pakistan 
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mendapatkan hak atas sungai Indus Barat (Sungai Indus, Sungai Jhelum, 
dan Sungai Chenab) dan menerima kompensasi finansial atas 
pembendungan yang pernah dilakukan India.
83
 
Menurut isi dari perjanjian pengelolaan air sungai Indus di antara 
India dan Pakistan (the Indus Water Treaty 1960) poin utama dalam 
perjanjian tersebut adalah:
84
 
a. Pasal II ayat (1) “All the waters of the eastern rivers shall be 
available for the unrestricted use of India, expect as otherwise 
expressly provided in this article.” Pasal ini membahas mengenai 
ketentuan sungai Indus Timur dimana Semua perairan sungai Indus 
Timur merupakan hak untuk penggunaan tak terbatas oleh India. 
b. Pasal II ayat (6) menyatakan bahwa masa transisi akan dimulai 
pada 1 April 1960 dan akan berakhir pada 31 Maret 1970 dimana 
air akan terus di alirkan masuk ke Pakistan. 
c. Pasal III ayat (1) “Pakistan shall receive for unrestricted use all 
those waters of the western rivers which India is under obligation 
to let flow...” pasal ini membahas mengenai ketentuan sungai Indus 
Barat, dimana Pakistan akan menerima hak untuk penggunaan tak 
terbatas semua perairan sungai barat sedangkan India yang berada 
di hulu berkewajiban untuk membiarkan aliran sungai masuk ke 
Pakistan. 
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d. Pasal V ayat (1) tentang ketentuan keuangan (Financial Provisions) 
dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang pembayaran 
kompensasi oleh India kepada Pakistan setiap tahun selama 10 
tahun sejak masa transisi. Kontribusi yang disepakati adalah 
sejumlah 62,060,000 pounds sterling. 
e. Pasal VI ayat (1) “The following data with respect to the flow in, 
and utilisation of the waters of, the rivers shall be exchanged 
regularly between the parties”. Pasal ini membahas mengenai 
pertukaran data (Exchange of data), dimana baik India maupun 
Pakistan menyetujui untuk saling memberikan informasi atau data-
data yang menyangkut masalah sungai Indus. 
f. Pasal VIII tentang komisi tetap sungai Indus (Permanent Indus 
Commision). Dalam pasal tersebut mengatur bahwa India dan 
Pakistan harus membentuk komisi yang permanen untuk sungai 
indus. yg terdiri dari insinyur yang berkompeten tinggi dalam 
bidang hydrology dan penggunaan air. Komisi yag terbentuk akan 
memeriksa keadaan sungai Indus setiap 5 tahun dan mengadakan 
pertemuan setiap setahun sekali untuk membahas mengenai 
perkembangan keadaan sungai Indus. 
g. Sedangkan dalam pasal X diatur mengenai “Emergency 
Provision”. Yang menjelaskan bahwa apabila ada pertanyaan 
tentang isi perjanjian ataupun pelanggaran terhadap perjanjian akan 
diperiksa pertama oleh pihak komisi. Jika tidak bisa di selesaikan 
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oleh pihak komisi maka akan ditunjuk ahli netral untuk membantu 
menyelesaikan perbedaan yang ada. Jika masih tidak bisa 
diselesaikan maka masalah tersebut akan di anggap sebagai 
sengketa. Sehingga sengketa akan diselesaikan dengan jalan 
negosiasi dari kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini masing-
masing pihak yang bersengketa akan memiih mediator untuk 
membantu jalannya negosiasi kemudian menentukan waktu dan 
tempat untuk bertemu. Namun jika cara tersebut juga tidak 
memungkinkan untuk menyelesaikan masalah, maka dapat 
diadakan pengadilan arbitrase. 
Setelah adanya perjanjian pengelolaan air sungai Indus antara India 
dan Pakistan, India dan Pakistan mulai membangun bendungan dan tenaga 
hydrology di sepanjang daerah aliran sungai Indus. India yang berada di 
daerah reparian atas membangun 6 bendungan besar yang telah selesai 
dikerjakan pada tahun 2010 dengan total kapasitas bendungan adalah 18,6 
km³.
85
 Keenam bendugan tersebut adalah Bendungan Bhakra dan Nangal 
yang dibangun di Sungai Sutlej, bendungan Pandoh dan Pong di Sungai 
Beas dan Salal dan Baglihar berada di sungai Chenab. 
Sedangkan Pakistan membangun lebih banyak bendungan dan ada 
diantaranya merupakan salah satu bendungan terbesar didunia yaitu 
bendungan Tarbela dengan panjang 3 kilometer dan tinggi 137m. Jika 
ditotalkan maka keseluruhan kapasitas yang dimiliki Pakistan di sungai 
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Indus adalah sekitar 50.000 MW.
86
 Bendungan yang dibangun Pakistan 
tersebut adalah, bendungan Tarbela, Mangla, Chashma, Skardu, Basan, 
Disso, Banjo, Belukar, Paten, Racicot, Yuba, Hugo, Tunas, dan Kithara.
87
 
Table : Bendungan-bendungan besar di sungai Indus 
Large Dams in the Indus River Basin (2010) 
Country Name River Year 
Height 
(m) 
Capacity 
(million m³) 
Main use 
India Bhakra 
Pong 
Sala 
Sutlej 
Beas 
Chenab 
1963 
1974 
1986 
226 
133 
113 
9620 
8570 
285 
I,H 
I,H 
H 
Pakistan Mangla 
Tarbela 
Chashma 
Jhelum 
Indus 
Indus 
1968 
1976 
1971 
116 
137 
- 
10150 
11960 
870 
I,H 
I,H 
I 
Sumber:FAO of the United Nations, diakses di 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/indus/index.stm, diakses pada 05 maret 2015 
pukul 15.33 WITA 
Setelah adanya perjanjian the Indus Water Treaty, dikembangkan 
sebuah proyek yang dikenal dengan Indus Basin Project (IBP). Bendungan 
yang termasuk ke dalam proyek IBP adalah bendungan Mangla disungai 
Jhelum yang diselesaikan pada tahun 1971, bendungan Tarbela di sungai Indus 
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Barat pada tahun 1976. Proyek pembangunan bendungan di sungai Indus Barat 
ini bertujuan untuk mengurangi dampak pengalihan air dari sungai Indus Timur 
dan juga untuk meningkatkan lagi produksi pertanian di sepanjang daerah 
aliran sungai Indus. 
Sehingga kini hasilnya, Pakistan memiliki sistem irigasi yang menjadi 
salah satu terbesar di dunia. Dengan total kapasitas 10.150 (million/m³) untuk 
bendungan Mangla dan 11.960 (million/m³) untuk bendungan Tarbela.
88
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BAB IV 
ANALYSIS IMPLEMENTASI DAN PROSPEK KERJASAMA 
PERJANJIAN THE INDUS WATER TREATY 
 
A. Implementasi Dari Perjanjian Pengelolaan Air India – Pakistan (The 
Indus Water Treaty) 
Keberadaan sumberdaya air yang melintasi batas negara tentunya 
membutuhkan suatu hukum Internasional yang mengikat untuk dapat 
mengatur pengelolaan sumberdaya tersebut agar negara-negara tidak 
hanya mementingkan keperluannya saja namun juga menjaga kelestarian 
sumberdaya alam tersebut. Seperti sungai Indus yang melintasi batas 
negara India dan Pakistan, yang kini penggunaanya dikedua negara 
tersebut telah diatur dalam sebuah perjanjian bilateral yang dikenal dengan 
The Indus Water Treaty sejak 1960. Degan adanya perjanjian bilateral 
tersebut, kedua negara terikat secara hukum untuk mematuhi isi dari 
perjanjian pengelolaan air di sungai Indus yang telah disepakati bersama 
untuk kepentingan kedua negara dan untuk kelangsungan sungai Indus itu 
sendiri. 
Baik India maupun Pakistan telah memiliki hak dan kewajiban 
yang diatur dalam perjanjian Indus Water Treaty, dimana India 
mengelolah sungai Indus Timur sedangkan Pakistan mengelolah sungai 
Indus Barat dengan kewajiban untuk melaporkan perkembangan dan 
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kemajuan pembangunan bendungan di daerah aliran sungai Indus. 
disinilah tugas komisi sungai Indus yang telah dibentuk oleh kedua negara 
untuk memeriksa perkembangan sungai Indus dan mengadakan pertemuan 
setiap tahunnya antara perwakilan kedua negara dan komisi sungai Indus 
itu sendiri. Sejak berlakunya perjanjian hingga saat ini, pihak India dan 
Pakistan mematuhi isi perjanjian dengan rutin mengadakan pertemuan 
setiap tahunnya untuk bersama membahas mengenai perkembangan sungai 
Indus dan pembangunan di daerah aliran sungai Indus. 
Berdasarkan dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sungai Indus 
oleh India dan Pakistan dibuat sebuah proyek kerjasama untuk 
pembangunan kanal di daerah aliran sungai Indus. Proyek tersebut di kenal 
dengan Indus Basin Project (IBP), yang dimana dalam proyek tersebut di 
rencanakan pembuatan bendungan di sungai Indus Barat untuk 
mengurangi dampak dari pengalihan tiga sungai timur India dan 
meningkatkan produksi pertanian. pembangunan bendungan ini berada di 
bawah pengawasan Bank Dunia dan di juga mendapat bantuan dana dari 
Bank Dunia.
89
 Proyek IBP ini dapat dikatakan sebagai proyek kerjasama 
India dan Pakistan menyangkut sungai Indus yang termasuk berhasil, 
karena dapat diselesaikan tanpa ada masalah dan keberatan dari masing-
masing pihak.  
Namun Perdebatan yang sering muncul setelah terbentuknya 
perjanjian the Indus Water Treaty adalah mengenai alokasi air yang terkait 
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dengan pembangunan bendungan yang dapat mengurangi pasokan air 
kepada salah satu riparian. Setelah proyek IBP di sungai Barat 
diselesaikan pada 1976, India juga mulai membangun berbagai bendungan 
di  sungai Indus Timur yang menjadi hak kelolanya. Namun bendungan 
yang direncanakan akan dibangun oleh India selalu mendapat protes dari 
pihak Pakistan yang mengatakan bahwa India melanggar isi perjanjian. 
1. Bendungan Salal 
Proyek Salal merupakan proyek yang dibangun India di 
sungai Chenab pada wilayah jammu dan kashmir India. Proyek ini 
mulai dijalankan pada tahun 1960an.
90
 Bendungan Salal memiliki 
kapasitas terpasang sebesar 690 MW. Bendungan Salal merupakan 
proyek hydro electrik terbesar di wilayah jammu dan kashmir 
India. 
Awalnya bendungan ini dibuat karena di anggap penting 
untuk wilayah pertanian di daerah punjab India dan Pakistan. 
Namun pada 1974, Pakistan menyatakan keberatan dengan 
pembangunan bendungan tersebut karena menurutnya design 
bendungan Salal tersebut, melanggar kesepakatan dalam perjanjian 
IWT 1960. Namun masalah tersebut dapat diselesaikan dengan 
kesediaan India untuk membuat beberapa perubahan dalam design 
bendungan. Shingga India menurunkan ketinggian bendungan 
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Salal. Resolusi ini disambut baik oleh kedua negara, dan 
ketegangan mereda setelahnya. 
Namun pihak India mengatakan bahwa, kurangnya aliran 
air yang masuk ke daerah Pakistan adalah karena pembekuan yang 
terjadi di pegunungan himalaya, sedangkan aliran air yang 
meningkat pada musim panas ialah karena mencairnya es di hulu 
himalaya. Pakistan yang dipenuhi kekhawatiran dengan 
keberadaan bendungan-bendungan India di daerah hulu, tidak lagi 
mempertimbangkan pembelaan India yang mengangap iklim 
sebagai permasalahan besar kecilnya kapasitas air di sungai Indus 
Barat. Sehingga Meskipun permasalahan tersebut telah 
diselesaikan melalui negosiasi bilateral antar kedua pemerintah, 
pihak Pakistan masih merasa resah dengan tindakan India yang 
dapat diulanginya sewaktu-waktu. 
2. Bendungan Banglihar 
Setelah masalah bendungan Salal, muncul lagi masalah 
baru di perairan sungai Indus diantara India dan Pakistan yakni 
mengenai proyek hidroelectrik Banglihar India. Proyek ini mulai 
dibangun pada tahun 1999 tahap pertama dari pembangunan 
bendungan ini selesai pada tahn 2004 dengan kapasitas 900MW.
91
 
Pakistan menolak  proyek India mengenai pembangunan 
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pembangkit listrik tenaga air di sungai Barat (Chenab dan Jhelum) 
yang dimana menurut Pakistan bendungan tersebut melanggar isi 
Perjanjian Indus Water Treaty. India dianggap mengurangi aliran 
air alami Pakistan, untuk mengisi bendungan Banglihar di jammu 
dan kashmir, sehingga tindakan tersebut menyebabkan kerugian 
yang besar bagi petani di Pakistan.  
Permasalahan ini di ajukan Pakistan hingga ke pihak Bank 
Dunia karena Pakistan menganggap proyek India tersebut sebagai 
pelanggaran berat terhadap perjanjian Indus Water Treaty. Pihak 
Bank Dunia menunjuk pihak netral dari Swiss yakni Mr. Raymond 
Lafitte untuk menyelesaikan masalah tersebut.
92
 setelah melewati 
proses negosiasi, masalah tersebut dapat diselesaikan pada 2010, 
dengan tetap mengisi bendungan Banglihar dan keberatan Pakistan 
yang diterima adalah mengurangi kapasitas pondasi bangunan 
sebayak 13,5 %.
93
 
Pakistan tidak membawah permasalahan ini lebih lanjut 
ketahap yang lebih serius karena dapat berakibat fatal bagi 
Pakistan sendiri, dengan berbagai ketakutannya akan konflik air 
yang justru akan dapat menambah parah hubungannya dengan 
India serta mengancam posisinya di daerah hilir. Dan dilain sisi 
India sendiri merasa tidak melanggar isi dari perjanjian IWT 
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tersebut, karena fungsi bendungan Banglihar tersebut tidak 
mengurangi kapasitas aliran air sungai Indus. 
3. Bendungan Kishanganga 
Namun setelah itu muncul lagi sengketa bendungan yang 
baru yaitu proyek Kashanganga yang berkapasitas 330 MW pada 
tahun 2007. Pembangunan bendungan India ini telah menuai 
perdebatan dari pihak Pakistan. Proyek Kishanganga merupakan 
proyek hydroelectrik yang mengalihan air dari Sungai 
Kishanganga melalui saluran sepanjang 24km menuju wilayah 
Jammu dan Kashmir.
94
 Pengalihan air tersebut tidak sesuai dengan 
isi perjanjian the Indus Water Treaty, dimana pihak India tidak 
dijinkan melakukan pengalihan air dalam cabang tributari sungai 
yang terdapat penggunaan agrikultural dan hidroelektrik 
Pakistan.
95
 Karena pada saat itu, Pakistan juga tengah membangun 
bendungan hydroelectrik di sungai Jhelum. 
Pakistan kembai dibuat khawatir dengan bendungan India 
yang satu ini, sebab Pakistan khawatir apabila bendungan 
Kishanganga milik India tersebut akan mengurangi kapasitas aliran 
air untuk bendungan pembangkit listrik Pakistan di aliran sungai 
Jhelum. Karena dalam perjanjian Indus Water Treaty, seluruh air 
sungai Indus barat di alokasikan untuk Pakistan. Sehingga pihak 
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India yang hanya memiliki sebagian kecil dari sungai barat, tidak 
seharusnya mengontrol sebagian besar dari aliran air sungai barat 
dengan membangun bendungan-bendungan besar di daerah aliran 
sungai Indus Barat. 
Namun dari kasus-kasus di atas, India menyatakan bahwa 
bendungan-bendungan yang dibangun India disungai Pakistan merupakan 
proyek off-rivers, dimana bendungan tersebut tidak melibatkan konsumsi 
air dan oleh karena itu tidak mengurangi aliran air Pakistan. Namun 
meskipun demikian, bukan berarti bahwa aliran air tidak terpengaruh. 
Karena keberadaan bendungan itu sendiri berpotensi untuk menahan aliran 
air sungai Indus untuk masuk ke wilayah pakistan pada musim kemarau. 
Berbagai keluhan yang di laporkan Pakistan terhadap bendungan-
bendungan India di sungai Indus, dapat dikatakan sebagai sikap ketakutan 
yang berlebih dari Pakistan yang berada di daerah hilir dan juga mengingat 
hubungannya dengan India yang memang tidak begitu harmonis. 
Berdasarkan pendapat Menteri Sumber Daya dan Minyak Khaqan 
Abbasi atas nama Menteri Air dan Tenaga mengatakan kepada senat 
bahwa proyek Kishanganga akan mengurangi aliran air pada sungai 
Neelum sebesar 21% dan berdampak langsung pada kurangnya 
penghasilan energi listrik proyek Neelum-Jhelum 969MW (terletak 
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diwilayah Pakistan occupied Kashmir) sebesar 13% atau setara dengan 
700 juta unit listrik.
96
 
Untuk menyelesaikan masalah bendungan tersebut, Pakistan 
melakukan dialog damai dengan India mengenai pengajuan keberatan 
terhadap beberapa proyek bendungan yang akan dibangun pada cabang 
sungai sebelah barat melalui Komisi Permanen Indus termasuk kasus 
Kishanganga. 
Pelanggaran isi perjanjian pengelolaan sungai Indus antara India 
dan Pakistan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyelesaian 
masalah dalam perjanjian Indus Water Treaty. Perjanjian tersebut telah 
membentuk komisi tidak hanya untuk menangani masalah pengembangan 
sungai Indus tapi juga untuk menangani sengketa-sengketa tentang yang  
akan muncul menyangkut kerjasama pengelolaan air antara India dan 
Pakistan utamanya mengenai alokasi air di kedua reparian. 
Komisi tetap sungai Indus memberikan resolusi konflik melalui 
konsultasi dan pemeriksaan langsung tentang isu pelanggaran yang terjadi. 
Hal ini dilakukan karena sikap kedua negra yang terus saling menuduh 
melakukan pelanggaran akibat tidak terbukanya kedua negara mengenai 
data pembangunan bendungan. Dimana data tersebut sebelumnya telah 
ditetapkan dalam perjanjian Indus Water Treaty, untuk dilakukan 
pertukaran data perkembangan pembangunan di daerah aliran sungai Indus 
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dalam pertemuan setiap tahun demi lancarnya pembangunan di sungai 
Indus dan demi keberlangsungan perjanjian itu sendiri. 
Dalam perjanjian Indus Water Treaty telah di atur bahwa dalam 
kasus perselisihan, ahli netral dipanggil untuk mediasi dan arbitrase. 
Sehingga tidak ada lagi pihak yang memulai proyek-proyek yang dapat 
meneyebabkan konflik baru.
97
 Namun pertukaran data yang berlangsung 
setiap tahun tersebut akan sulit dijalankan jika terjadi ketegangan di 
kawasan tersebut, utamanya bagi kedua negara yang telah bersitegang 
sejak mendapat kemerdekaan pada tahun 1947. Indus Water Treaty 
merupakan satu-satunya perjanjian yang telah setia dilaksanakan dan 
ditegakkan oleh India dan Pakistan. Sungai Indus adalah sumber 
kehidupan bagi banyak masyarakat Pakistan dan sebagian kecil 
masyarakat India. 
India dan Pakistan hanya bekerjasama dalam hal pembangunan 
bendungan di sungai Indus. Dengan melihat potensi sungai Indus yang 
dimana terdapat salah satu bendungan besar dunia, maka sangat 
memungkinkan untuk membuat sebuah kerjasama seperti dalam hal 
pariwisata. Namun melihat sikap India yang hanya mengnganggap 
perjanjian ini sebagai bentuk kedermawaannya terhadap Pakistan, jelas 
terlihat bahwa peningkatan kerjasama dalam perjanjian Indus Water 
Treaty akan sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu re-negosiasi isi 
perjanjian perlu dilakukan agar perjanjian dapat berjalan sesuai 
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kesepakatan masing-masing dan demi kebaikan masing-masing negara. 
Perjanjian pengelolaan air harus dilakukan demi kebaikan bersama dan 
demi kelangsungan sumberdaya air itu sendiri dan tanpa melibatkan 
adanya unsur-unsur politik didalamnya.  
B. Prospek Perjanjian pengelolaan air India – Pakistan (the Indus Water 
Treaty) 
Kerjasama pengelolaan sungai Indus di antara India dan Pakistan 
telah berlangsung lama dan masih terus bertahan hingga saat ini. 
Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatur hak kelola sungai Indus agar 
tidak terjadi lagi yang namanya pembendungan aliran air di daerah hulu 
sebelum aliranya memasuki daerah hilir, yang akan membuat masyarakat 
yang bermukim di sekitar daerah reparian bawah atau hilir mengalami 
krisis air dan kekeringan pada lahan pertaniannya. Selain itu, kerjasama 
bilateral ini juga diharapkan dapat menjaga hubungan bilateral antara 
kedua negara yang bersangkutan. Meskipun pada kenyataannya dalam 
pengimplementasian perjanjian kerjasama air tersebut masih terdapat 
beberapa permasalahan, namun setidaknya kerjasama tersebut dapat 
meminimalisir permasalahan tersebut sebelum lebih jauh menjadi konflik. 
Terjadinya banyak pelanggaran terhadap isi perjanjian ini berakar 
dari ketidak harmonisan hubungan bilateral kedua negara sejak saat masih 
menjadi satu kesatuan hingga terpecah menjadi dua negara dan mendapat 
kemerdekaan dari koloni Inggris. Ketegangan hubungan yang banyak 
dipengaruhi faktor lain seperti perbedaan ideologi dan konflik perbatasan 
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ini, turut berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian kerjasama India dan 
Pakistan dalam pengelolaan air sungai Indus. 
Perjanjian yang terus bertahan ditengah konflik antara India dan 
Pakistan ini mulai mengalami masalah didalamnya segera setelah di tanda 
tanganinya perjanjian tersebut. India yang membangun banyak bendungan 
baru di daerah aliran sungai Indus, memunculkan rasa khawatir di pihak 
Pakistan. Kekhawatiran Pakistan yang pernah mengalami krisis air akibat 
pembendungan yang dilakukan India terhadap aliran air sungai Indus 
sebelum alirannya memasuki wilayah Pakistan, membuat Pakistan tidak 
bisa lagi percaya dan terus mengantisipasi pergerakan India yang sewaktu-
waktu dapat melakukan pembendungan lagi. 
Meskipun demikian kedua negara masih tetap menjaga perjanjian 
the Indus Water Treaty mengingat kepentingan masing-masing negara. 
Namun karena terlalu besar resiko yang akan didapatkan Pakistan dari 
berbagai pelanggaran yang dilakukan India dengan bendungan-
Bendungannya, Pakistan memutuskan untuk melakukan re-negosiasi untuk 
perjanjian the Indus Water Treaty. Namun usulan untuk re-negosiasi 
tersebut tidak mendapat respon yang lebih lanjut dari India. Bahkan 
Setelah beberapa kali meminta diadakannya pertemuan untuk membahas 
tentang re-negosiasi perjanjian yang ditengahi World Bank sebagi pihak 
ketiga untuk membantu jalannya negosiasi ulang atara India dan Pakistan, 
pihak India tidak pernah sekalipun menghadiri pertemuan tersebut. 
81 
 
India tidak memiliki keinginan untuk melakukan re-negosiasi 
terhadap perjanjian the Indus Water Treaty, Karena India menganggap 
perjanjian pengelolaan air sungai Indus tersebut adalah sebagai bentuk 
kedermawaannya terhadap Pakistan. Sehingga Pakistan tidak bisa 
bertindak lebih keras untuk mewujudkan usulan re-negosiasinya terhadap 
perjanjian. India sebagai daerah hulu juga memiliki potensi yang besar 
untuk membatalkan perjanjian tersebut dan memanfaatkan aliran sungai di 
hulu dengan bebas untuk kepentingannya sendiri. Terlebih lagi India 
terancam akan mengalami krisis air. 
Berbagai masalah yang muncul dalam perjanjian Indus Water 
Treaty tersebut dipengaruh oleh beberapa hal: 
1. Posisi Pakistan yang berada pada daerah hilir 
Dalam sistem DAS, daerah hilir memiliki banyak potensi 
yang baik dibanding daerah hulu seperti suburnya lahan 
pertanian akibat sedimentasi. Meskipun demikian, yang 
berperan penting terhadap kondisi debit air yang ada di daerah 
hilir adalah daerah hulu. Sehingga daerah hulu merupakan 
kawasan perlindungan tata air yang dapat mengatur aliran air 
yang akan masuk ke daerah hilir. Sehingga banjir dapat terjadi 
apabila debit air dari hulu melebihi daya tampung alur 
sedangkan daerah hulu sendiri bukan merupakan daerah banjir. 
Dalam sistem DAS di sungai Indus, Pakistan merupakan 
daerah hilir yang secara tidak langsung menjadi tergantung 
82 
 
pada pergerakan India di daerah hulu. Sekali India melakukan 
pembendungan terhadap aliran air sungai Indus Timur (hulu) 
maka akan memberi ancaman terhadap kestabilan debit air di 
sungai Indus Barat (hilir). 
2. Kebutuhan Pakistan yang lebih besar dibanding India 
Sumber air utama dan paling besar di Pakistan adalah 
sungai Indus. Sungai Indus mengalir disepanjang wilayah 
Pakistan barat hingga ke laut arab. Mayoritas penduduk 
Pakistan bermukim di daerah aliran sungai Indus untuk bertani. 
Sumber air lain yang dimanfaatkan Pakistan adalah sungai 
Kabul, yang pengelolaannya juga terikat dalam Perjanjian 
Internasional bersama Afganistan. Namun meskipun ada juga 
sungai Kabul, sungai Indus tetap menjadi yang paling 
berkontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat dan 
perekonomian Pakistan. Dibandingkan Pakistan, India 
memiliki lebih banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan baik 
untuk kebutuhan pertanian maupun untuk dikonsumsi oleh 
penduduk India seperti sungai Gangga dan sungai 
Brahmaputra. Hingga saat ini, sungai Indus hanya meyumbang 
beberapa persen dalam kebutuhan air India. Sungai-sungai 
yang mengalir ke arah barat Indus mencakup 10 persen dari 
daerah dan berkontribusi 4 persen dari sumber daya air.
98
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3. Kebutuhan air untuk Pertanian meningkat 
Pakistan yang masih mengandalkan pertanian sebagai salah 
satu sektor yang memberi kontribusi besar dalam peningkatan 
perekonomiannya, secara langsung sangat terikat dengan 
keberadaan sungai Indus. Sedangkan India mulai meningkatkan 
kembali perekonomiannya, setelah sempat mengalami krisis 
ekonomi dimana defisit fiskal India pada 2012-2013 tercatat 
sebesar 4.9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga 
India melakukan pinjaman untuk mengatasi kekurangan dana 
nasionalnya.
99
 Bahkan menurut studi oleh mckinsey Global 
Institute (MGI) pasar India diperkirakan akan menjadi kelima 
terbesar di dunia pada tahun 2025 (saat ini India menduduki 
peringkat ke-12).
100
 Hal tersebut membuat kebutuhan air India 
akan meningkat, karena posisinya sebagai eksportir beras yang 
besar didunia. 
Selain itu peningkatan isu sengketa penggunaan Perairan Indus 
antara India dan Pakistan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain 
seperti perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, dan peningkatan 
aktifitas produksi agrikultural sehingga menyebabkan peningkatan 
permintaan air bagi kedua negara.
101
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Keadaan iklim di daerah aliran sungai Indus yang tidak menentu 
mengancam ketersediaan kapasitas air di sungai Indus. Pada tahun 2010 
suatu studi Belanda mengenai bagian barat Himalaya menyimpulkan 
bahwa penciutan gletser akan mengurangi debit air Sungai Indus sebanyak 
delapan persen pada tahun 2050. Sehingga terjadi ketidak seimbangan 
antara ketersediaan air di sungai Indus dengan peningatan kebutuhan akan 
air di India dan Pakistan. Peningkatan permintaan energi air untuk 
produktifitas ekonomi dan sosial serta dampak perubahan iklim, 
mendorong India membangun banyak bendungan pada sungai sebelah 
barat. Pembangunan bendungan pada sungai-sungai besar wilayah tersebut 
untuk menghasilkan lebih banyak daya hidroelektrik, dapat menimbulkan 
masalah seperti pada pembangunan bendungan Kishanganga. 
Kelangsungan dari Perjanjian Internasional antara India dan 
Pakistan yang menyangkut masalah pengelolaan air akan dapat dilihat dari 
kepentigan nasional masing-masing negara. Salah satu kepentingan 
nasional India saat ini adalah ingin menjaga stabilitas di kawasan Asia 
Selatan. Stabilitas kawasan di Asia Selatan sangat bergantung pada situasi 
hubungan diantara India dan Pakistan sebagai dua negara yang besar dan 
berkekuatan nuklir di kawasan tersebut. 
India merupakan eksportir beras terbesar didunia pada tahun 2014. 
India tercatat mengekspor 11,3 juta ton beras.
102
 Karena itu untuk bisa 
menginpor produk-produk dalam negrinya dengan baik, India 
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membutuhkan pasar yang besar dan negara-negara Asia Selatan dijadikan 
salah satu pasar yang baik untuk produk-produknya tersebut termasuk 
Pakistan. 
Semakin tegang hubungan diantara India dan Pakistan, akan 
semakin tegang pula situasi dikawasan Asia Selatan. Hal tersebut 
dikarenakan adanya rasa tidak aman yang terancam akan munculnya 
perang nuklir. Sehingga India berusaha untuk menjaga hubungan dengan 
Pakistan agar tidak sampai ke tahap menuju pecahnya sebuah perang.  
Kedua negara tersebut akan sulit untuk bekerjasama jika 
menyangkut masalah Kashmir. Bagi Pakistan wilayah Kashmir sendiri 
memiliki nilai ekonomis yang berpengaruh besar bagi stabilitas 
perekonomian negaranya, karena semua sungai yang berada di Kashmir 
mengalir menuju sungai-sungai yang berada di Pakistan yakni Indus, 
Jhelum, dan Chenab. Dengan demikian pertanian di Pakistan akan 
terancam apabila wiayah Kashmir jatuh sepenuhnya ke pihak India, yang 
akan dapat mengancam keamanan serta kesejahteraan rakyat Pakistan. 
Sedangkan untuk India, wilayah Kashmir sangat berpotensi untuk 
kebutuhan strategi pertahanan negaranya. Karena Kashmir merupakan 
suatu wilayah perbatasan yang berdampingan dengan bangsa-bangsa 
besar. 
Sehingga perjanjian the Indus Water Treaty dijadikan sebagai 
sebuah perjanjian yang terus dipertahankan meskipun dalam 
pelaksanaannya terjadi banyak pelanggaran. Perjanjian tersebut akan 
86 
 
beusaha dipertahankan oleh kedua negara hanya selama hal tersebut tidak 
memberi dampak yang berlawanan dengan kepentingan nasional kedua 
negara. Terutama bagi India yang berada di daerah hulu, karena sangat 
berpotensi untuk mengakhiri perjanjian. 
Namun, dengan memiliki hak atas sungai Indus di daerah hulu 
dalam sebuah hukum internasional akan memberi kekuatan yang besar 
untuk India menguasai wilayah Kashmir. Karena India memiliki dasar 
hukum untuk mengontrol daerah sungai timur yang termasuk didalamnya 
meliputi wilayah kashmir. Dengan mengontrol aliran air sebuah wilayah, 
akan memudahkan kita untuk menguasai daerah tersebut. 
Dibandingkan Pakistan, India memiliki beberapa sungai besar yang 
bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan konsumsi masyarakatnya selain 
sungai Indus. Sungai Indus hanya memberi beberapa persen kontribusi 
untuk pemenuhan kebutuhan air India, namun sungai Indus memiliki 
potensi yang besar untuk pembangunan bendungan hydroelektrik. Dengan 
potensi tersebut baik India ataupun Pakistan tidak ingin melepaskan sungai 
Indus dan mempertahankan perjanjian The Indus Water Treaty. 
Tidak hanya India, Pakistan juga memiliki keinginan untuk 
membuka peluang kerjasama dengan India, baik dengan mempertahankan 
perjanjian the Indus Water Treaty atapun menjalin hubungan dagang. Hal 
ini didukung oleh pernyataan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif pada 
pertengahan 2013 lalu, bahwa hubungan India dan Pakistan membutuhkan 
awal yang baru. Ditengah suasana tegang di perbatasan kedua negara, 
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Nawaz Sharif mengatakan “penting bagi India dan Pakistan untuk menjadi 
teman baik”. “mari kita membuat awal yang baru. Mari kita duduk 
bersama untuk menyelesaikan semua isu yang beredar dengan cara yang 
ramah dan dalam suasana damai”.103 Terlihat pada tahun 2008-2013 terjadi 
peningkatan hubungan dagang antara India dan Pakistan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya dan juga adanya pemberlakuan visa. 
Dengan adanya kepentingan masing-masing negara membuat 
perjajian memungkinkan untuk terus bertahan. India dan Pakistan harus 
tetap menjaga hubungan baik agar kekhawatiran negara-negara kawasan 
Asia Selatan tidak terganggu. Karena apabila perjanjian Indus Water 
Treaty diakhiri, maka kestabilan di kawasan tersebut akan mengalami 
guncangan dimana potensi untuk munculnya sebuah perang akan sangat 
memungkinkan di antara India dan Pakistan. 
Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prospek kerjasama 
pengelolaan sungai Indus kedepannya hanya akan berjalan dengan stagnan 
apabila re-negosiasi tidak dilakukan. Karena dengan melakukan re-
negosiasi perjanjian Indus Water Treaty, kedua pihak diberikan 
kesempatan untuk mengungkapkan atau mengajukan saran untuk 
dimasukan dalam isi perjanjian yang berdasarkan pada keadaan negara 
masing-masing yang dimana sebelumnya isi dari perjanjian tidak 
memberikan keuntungan yang baik di masing-masing negara. Sehingga 
pelanggaran-pelanggaran dapat di minimalisir dan perjanjian dapat 
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berjalan efektif. Dengan berjalannya perjanjian secara efektif, akan 
menambah baik hubungan India dan Pakistan. Dengan begitu juga dapat 
membuat kerjasama baru dibawah perjanjian kerjasama air Sungai Indus, 
seperti dalam bidang pariwisata maupun budidaya ikan disepanjang aliran 
sungai Idus. 
Berbagai tantangan yang muncul dalam perjalanan the Indus Water 
Treaty membuat masa depan untuk bertahannya perjanjian tersebut sangat 
tergantung pada kepentingan nasional kedua negara dan proses re-
negosiasi isi perjanjian, utamanya India sebagai pihak yang lebih 
berpotensi mengakhiri perjanjian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan data-data dan fakta di atas maka  dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi dari perjanjian Indus Water Treaty antara India dan 
Pakistan berjalan kurang baik, akibat adanya hambatan seperti 
pelanggaran isi perjanjian karena perdebatan alokasi air untuk 
bendungan dan pengaruh ketegangan hubungan antara negara India 
dan Pakistan yang telah ada sejak dari merdekanya kedua negara 
tersebut. India dan Pakistan telah terikat secara hukum untuk 
mematuhi isi dari perjanjian pengelolaan air di sungai Indus yang 
telah disepakati bersama. Baik India maupun Pakistan telah 
memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian Indus 
Water Treaty, dimana India mengelola sungai Indus Timur 
sedangkan Pakistan mengelolah sungai Indus Barat dengan 
kewajiban untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan 
pembangunan bendungan di daerah aliran sungai Indus pada 
pertemuan tahunan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. 
Namun pertukaran data yang berlangsung setiap tahun 
tersebut akan sulit dijalankan jika terjadi ketegangan di kawasan 
tersebut, utamanya bagi kedua negara yang telah bersitegang sejak 
mendapat kemerdekaan pada tahun 1947. Indus Water Treaty 
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merupakan satu-satunya perjanjian yang telah setia dilaksanakan 
dan ditegakkan oleh India dan Pakistan. 
2. Prospek kedepannya perjanjian Indus Water Treaty di pengaruhi 
oleh peningkatan populasi di India dan Pakistan, berkurangnya 
debit air sungai Indus, posisi reparian hulu yang lebih memegang 
kontrol air. Semakin tingginya populasi di India dan Pakistan akan 
menambah kebutuhan negara tersebut terhadap air. Sehingga 
membuat kedua negara tersebut ingin menguasai lebih banyak lagi 
sumber air yang ada. disamping itu perubahan iklim yang tidak 
menentu, membuat gletser di pegunungan Himalaya berkurang. 
Hal itu membuat debit air di sungai Indus berkurang dan semakin 
terbatas untuk memenuhi kebutuhan air dua negara yang 
menggunakannya. India yang menjadi daerah reparian atas dari 
sungai Indus memiliki peluang untuk membangun banyak 
bendungan dan hydroelektrik di daerah tersebut. Sehingga banyak 
terjadi pelanggaran isi perjanjian dengan membangun bendungan 
berkapasitas diluar batas yang ditentukan dalam perjanjian. 
Prospek perjanjian Indus Water Treaty dalam hubungan 
India dan Pakistan sebenarnya bergantung pada kepentingan 
nasional India dan Pakistan. Dengan adanya keinginan untuk 
menjaga hubungan baik satu sama lain untuk kepentingan masing-
masing negara, membuat perjanjian pembagian air di sungai Indus 
antara India dan Pakistan (the Indus Water Treaty) dapat bertahan. 
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Namun perjanjian tersebut hanya akan berjalan dengan stagnan 
apabila re-negosiasi tidak dilakukan. Berbagai tantangan yang 
muncul dalam perjalanan the Indus water treaty membuat masa 
depan untuk bertahannya perjanjian tersebut sangat tergantung 
pada kepentingan nasional kedua negara, utamanya India sebagai 
pihak yang lebih berpotensi mengakhiri perjanjian.  
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan  
pemaparan diatas adalah sebagai berikut : 
1. Permasalahan yang kompleks diantara India dan Pakistan yang terjadi 
bahkan sebelum merdekanya kedua negara tersebut, terlebih dahulu 
harus di selesaikan agar perjanjian pembagian air bisa berjalan dengan 
baik, tanpa banyak rasa curiga terhadap satu sama lain akan 
pelanggaran perjanjian pengolahan sungai Indus. 
2. Baik India maupun Pakistan juga harus saling terbuka mengenai data 
pembangunan bendungan di daerah aliran sungai Indus dan mengenai 
data perkembangan aliran air sungai Indus sendiri. 
3. Pihak ketiga dalam perjanjian sebaiknya memberi saran atau masukan 
sebagai solusi agar pihak India dan Pakistan bisa melakukan negosiasi 
kembali mengenai perjanjian. Membahas lebih detil lagi isi perjanjian 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang terlibat tanpa 
menguras terlalu banyak atau bahkan merusak sumberdaya air di 
sungai Indus. re-Negosiasi penting untuk di lakukan demi untuk 
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kelangsungan perjanjian itu sendiri, sehingga perjanjian tersebut tidak 
lagi sekedar perjanjian mati yang dimanfaatkan untuk kepentingan 
politik. 
4. Untuk mewujudkan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, 
para pihak yang terikat dalam perjanjian harus dapat melaksanakan 
perjanjian tersebut sebagaimana mestinya agar perjanjian dapat 
bertahan dan konflik juga dapat diminimalisir. 
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1 
PREAMBLE 
The Government of india and the government of pakistan, being equally 
desirous of attaining the most complete and satisfactory utilisationof the 
waters of the indus system of rivers and recognising the need, therefore, of 
fixing and delimiting, in a spirit of goodwill and friendship, the rights and 
obligations of each in relation to the other concerning the use of these waters 
and making provision for the settlement, in a cooperative spirit, of all such 
questions as may here after arise in regard to the interpretation or 
application of the provisions agreed upon herein, have resolved to conclude a 
treaty in furtherance of these objectives, and for this purpose have named as 
their plenipotentiaries: 
The government of india: 
shri jawaharlal nehru 
Prime minister of india , 
And 
The government of pakistan 
Field marshal mohammad ayub khan, HP.,H.J., 
President of pakistan 
Who, having communicated to each other their respective full powers and having 
found them in good and due form, have agreed upon the following articles and 
annexures: 
Article 1 
Definitions 
As used in this treaty: 
(1) The terms “article”and “annexure”mean respectively an article of, and an 
annexure to, this treaty. Expect as otherwise indicated, references to 
paragraphs are to the paragraphs in the article or in the annexure in whice the 
reference is made. 
(2) The term”tributary”of a river means any surface channel, whether in 
continuous or intermittent flow and by whatever name called, whose waters in 
the natural course would fall into that river, e.g. a tributary, a torrent a 
natural drainage, an artificial drainage, a nadi, a nallah,  a nai, a khad a 
cho. The term also includes, any sub-tributary or branch or subsidiry channel, 
by whatever name called, whose waters, in the natural course, would directly or 
otherwise flow into that surface channel. 
  
(3) The term “the indus,” ”the jhelum,” “the chenab.” “the ravi,” “the 
beas” or “the sutlej” means the named river (including connecting lakes, if 
any) and all its tributaries : provided however that 
(i) None of the rivers named above shall be deemed to be a 
tributary; 
(ii) The chenab shall be deemed to include the river panjnad; and 
(iii) The river chandra and the river bhaga shall be deemed to be 
tributaries of the chenab. 
(4) The term “main” added after indus, jhelum, chenab, sutlej, beas or ravi means 
the main stem of the named river excluding its tributaries, but including all 
channels river excluding its tributaries, but including all channels and creeks 
of the main stem of that river and such connecting lakes as form part of the 
main stem itself. The jhelum main shall deemed to extend up to verinag, and the 
chenab main up to the confluence of the river chandra and the river bhaga. 
(5) The term “eastern rivers” means the sutlej, the beas and the ravi taken 
together. 
(6) The term “western rivers” means the indus, the jhelum and the chenab taken 
together. 
(7) The term “the rivers” means all the rivers, the sutlej, the beas, the ravi, 
the indus , the jhelum and the chenab. 
(8) The term”connecting lake” means any lake which receives water from, or yields 
water to, any of the rivers; but any lake whice occasionally and irregularly 
receives only the spill of any of the rivers and returns only the whole or part 
of that spill is not a connecting lake. 
(9) The term “agricultural use” means the use of water for irrigation, except for 
irrigation of household gardens and public recreational gardens. 
(10) The term”domestic use” means the use of water for: 
(a) Drinking, washing, bathing, recreation, sanitation (including the 
conveyance and dilution of sewage and of industrial and other 
wastes), stock and poul-try, and other like purposes; 
(b) Household and purposes (including mining, milling and other like 
purposes) 
But the term does not include agricultural use or use for the generation of 
hydro-electric power. 
(11)  The term “non-consumptive use” means any control or use of water for 
navigation, floating of timber or other property, flood protection or flood 
control, fishing or fish culture, wild life or other like beneficial purposes, 
provided that, exclusive of seepage and evaporation of water incidental to the 
control or use, the water (undiminished in volume within the practical range of 
measurement) remains in, or is returned to, the same river or its tributaries : 
but the term does not include agricultural use or use for the generation of 
hydro-electric power. 
(12) The term “transition period” means the period beginning and ending as 
provided in article II (6). The term “bank” means the international bank for 
reconstruction and development. 
  
(13) The term “commissioner” means either of the commissioners appointed 
under the provisions of article VIII (1) and the term “commission” means the 
permanent inds commission constituted in accordance with article VIII (3). 
(14) The term “interference with the waters” means: 
(a) Any act of with drawal there from; or 
(b) Any man-made obstruction to their flow which causes a change in the 
volume (within  the practical range of measurement) of the daily 
flow of the waters : provided however that an obstruction which 
involves only an insignificant and insidental change in the volume 
of the daily flow, for example, fluctu-ations due to afflux caused 
by bridge piers or a temporary by-pass, etc., shall not be deemed to 
be an interference with the waters. 
(15)  The term “effective date” means the date on which this treaty takes 
effect in accordance with the provisions of article XII, that is, the first of 
april 1960. 
ARTICLE II 
 
Provisions regarding eastern rivers 
 
(1) All the waters of the eastern rivers shall be available for the unrestricted 
use of india, expect as otherwise expressly provided in this article. 
(2) Expect for domestic use and non-consumptive use, pakistan shall be under an 
obligation to let flow, and shall not permit any interference with, the waters 
of the sutlej main and the ravi main in the reaches where these rivers flow in 
pakistan and have not yet finally crossed into pakistan. The point of final 
crossing are the following: (a) near the new hasta bund upstream of suleimanke 
in the case of the sutlej main, and (b) about one and a half miles upstream of 
the syphon for the BRBD link in the case of the ravi main. 
(3) Expect for domestic use, non-consumptive use and agricultural use (as specified 
in annexure B), pakistan shall be under an obligation to let flow, and shall 
not permit any interference with, the waters (while flowing in pakistan) of any 
tributary which in its natural course joins the sutlej main or the ravi main 
before these rivers have finally crossed into pakistan. 
(4) All the waters, while flowing in pakistan, of any tributary which, in its 
natural course, joins the sutlej main or the ravi main after these rivers have 
finally crossed into pakistan shall be available for the unrestricted use of 
pakistan: provided however that this provision shall not be construed as giving 
pakistan any claim or right to any releases by india in any such tributary. If 
pakistan should deliver on the effective date joins the ravi main after this 
river has finally crossed into pakistan, into a rich of the ravi main upstream 
of this crossing, india shall not make use of these waters ; each party agrees 
to establish such discharge observation stations and make such observations as 
may be necessary for the determination of the component of water available for 
the use of pakistan on account of the aforesaid deliveries by pakistan, and 
pakistan agrees to meet the cost of establishing the aforesaid discharge 
observation stations and making the aforesaid observations. 
(5) There shall be a transition period during which, to the extent specified in 
annexure H, india shall 
(i) Limit its with drawals for agricultural use, 
  
(ii) Limit abstractions for storages, and 
(iii) Make deliveries to pakistan 
From the eastern rivers. 
(6) The transition period shall begin on 1st april 1960 and it shall end on 31st 
march 1970, or if extended under the provisions of part 8 of annexure H, on the 
date up to whice it has been extended. In any event, whether or not the 
replacement referred to in article IV(1) has been ac-complished, the transition 
period shall end not later than 31 march 1973. 
(7) If the transition period is extended beyond 31st march 1970, the provisions of 
article V(5) shall apply. 
(8) If the transition period is extended beyond 31st march 1970, the provision of 
the paragraph (5) shall apply during the period of extension beyond 31st march 
1970. 
(9) During the transition period, pakistan shall receive for urestricted use by 
india in accordanse with the provisions of annexure H. After the end of the 
transition period, pakistan shall have no claim or right to releases by india 
of any of the waters  of the eastern rivers. In case there are any releases, 
pakistan shall enjoy the unrestricted use of the waters so released after they 
have finally crossed into pakistan : provided that in the event that pakistan 
makes any use of the waters, pakistan shall not acquire any right what so ever, 
by prescription or otherwise, to a continuance of such releases or such use. 
 
ARTICLE III 
Provisions Regarding Western Rivers 
 
(1) Pakistan shall receive for unrestricted use all those waters of the western 
rivers which india is under obligation to let flow under the provisions of 
paragraph (2). 
(2) India shall be under an obligation to let flow all the waters of the western 
rivers, and shall not permit any interference with these waters, except for the 
following uses, restricted (except as privided in item(c) (ii) of paragraph 5 
of annexure C) in the case of each of the rivers, the indus, the jhelum and the 
chenab, to the drainage basin there of; 
(a) Domestic use 
(b) Non-consumptive use; 
(c) Agricultural use, as set out in annexure C; and 
(d) Generation of hydro-electric power, as set out in annexure D. 
(3) Pakistan shall have the unrestricted use of all waters originating from sources 
other than the eastern rivers whice are delivered by pakistan into the ravi or 
the sutlej, and india shall not make use of these waters. Each party agrees to 
establish such discharge observation stations and make such observations as may 
be considered the component of water available for the use of pakistan on 
account of the aforesaid deliveries by pakistan. 
(4) Expect as provided in annexure D and E, india shall not store any water of, or 
construct any storage works on, the western rivers. 
 
 
  
ARTICLE IV 
 
Provisions Regarding Eastern Rivers and Western Rivers 
 
(1) Pakistan shall use its best endeavours to construct and bring into operation , 
with due regard to expedition and economy, that part of a system of work which 
will ac-complish the replacement, from the western rivers and other sources, of 
water supplies for irrigation canals in pakistan which, on 15t august 1947 , 
were dependent on water supplies from the eastern rivers. 
(2) Each party agreees that any non- consumptive use made by it shall be so made as 
not to materially change, on account of such use, the flow in any channel to 
the prejudice of the uses on that channel by the other party under the 
provisions of this treaty. In executing any of flood protection or flood 
control each party will avoid as far as practicable, any material damage to the 
other party, and any such scheme carried out by india on the western rivers 
shall not involve any use of water or any storage in addition to that provided 
under article III. 
(3) Nothing in this treaty shall be construed as having the effect of preventing 
either party from undertaking schemes of drainage, river training, conservation 
of soil against erosion and dredging, or from removal of stones, gravel or sand 
from the beds of the rivers: provided that 
(a) In executing any of the schemes mentioned above, each 
party will avoid , as far as practicable any material 
damage to the other party: 
(b) Any such schemes carried out by india on the western 
rivers shall not involve any use of water or any storage 
in additing to that provided under article III. 
(c) Except as provided in paragraph (5) and article VII 
catchment area, beyond the area on the effective date, of 
any natural or artificial drainage or drain which crosses 
into pakistan, and shall not under take such construction 
or remodelling of any drainage or drain which so crosses 
or fall into drainage or drain which so crosses as might 
couse material damage in pakistan or entail the 
construction of a new drain or enlargement of an existing 
drainage or drain in pakistan; and 
(d) Should pakistan desire to increase the catchment area, 
beyond the area on the effective date, of any natural or 
artificial drainage or drain which receives drainage 
waters from india, or except in an emergency, to pour any 
waters it in excess of the quantities received by it as 
on the effective date, pakistan shall, before undertaking 
any work for these purposes, increase the capacity of 
that drainage or drain to the extent necessary so as not 
to impair its afficacy for dealing with drainage waters 
received from india as on the effective date. 
 
(4) Pakistan shall maintain in good order its portions of the drainage mentioned 
below with capacities not less than the capacities as on the effective date: 
  
(i) Hudiara drain 
(ii) Kasur nala 
(iii) Salimshah drain 
(iv) Fazilka drain. 
(5) If india finds it necessary that any of the drainage mentioned in paragraph (4) 
should be deepened or widened in pakistan, pakistan agrees to do so as a work 
of publik interest, provided india agrees to pay the cost of the deepening or 
windening. 
(6) Each party will use its best endeavours to maintain the natural channels of the 
rivers, as on the effective date, in such condition as will avoid, as far as 
practicable, any obstruction damage to the other party. 
(7) Neither party will take any action which would have the effect of diverting the 
ravi main between madhopur and lahore, or the sutlej main between harike and 
sulei-manke, from its natural channel between high banks. 
(8) The use of the natur channels of the rivers for the discharge of flood or other 
excess waters shall be free and not subject to limitation by either party, and 
neither party shall have any claim against the other in respect of any damage 
caused by such use. Each party agree to communicate to the other party, as far 
in advance as practicable, any information it may have in regard to such 
extraordinary discharges of water from reservoirs and flood flows as may affect 
the other party. 
(9) Each party declares its intention to operate its storage dams, barrages and 
irrigation canals in manner, consistent with the norml operations of its 
hydraulic systems, as to avoid, as far as feasible, material damage to the 
other party. 
(10) Each party declares its intenton to prevent, as far as practicable, 
undue pollution of the waters of the rivers which might affect adversely uses 
similar in nature to those to which the waters were put on the effective date, 
and agrees to take all reasonable measures to ensure that, before any sewage or 
industrial waste is allowed to flow into the rivers, it will be treated, where 
necessary, in such manner as not materially to affect those uses: provided that 
the criterion of reasonablesness shall be the customary prctice in similar 
situations on teh rivers. 
(11) The parties agree to adopt as far as feasible, appropriate measures for 
the recovery, and restoration to owners, of timber and other property floated 
or floating down the rivers, subject to appropriate charges being paid by the 
owners. 
(12) The use of water for industrial purposes under articles II(2), II(3) and 
III(2) shall not exceed: 
(a) In the case of an industrial process known  on the 
effective date, such quantum of use as was customary in 
that process not known on the effective date: 
(b) In the case of an industrial process not known on the 
effective date: 
(i) Such quantum of use as was customary on the effective date in similar or in any 
way comparable industrial processes; or 
(ii) If there was no indutrial process on the effective date similar or in any way 
comparable to the new process, such quantum of use as would not have a 
substantially adverse effect on the other party. 
  
(13) Such part of any water withdrawn for domestic use under the provisions 
of articles II (3) and III((2) as is subsequently applied to agricultural use 
specified in annexure B and Annexure C respectively; each party will use its 
best endeavours to return to the same river (directly or through one of its 
tributary and not consumed either in the industrial purposes and not consumed 
either in the industrial processes for which it was withdrawn or in some other 
domestic use. 
(14) In the event that either party should develop a use of the waters of the 
rivers which is not  in accordance with the provisions of this treaty, that 
party shall not acquire by reason of such use any right, by prescription or 
otherwise, to a continuance of such use. 
(15) Except as otherwise required by the express provisions of this treaty, 
nothing in this treaty shall be construed as affecting existing territorial 
right over the waters of any of the rivers or the beds or bank thereof, or as 
affecting existing property rights under municipal law over such waters or beds 
or banks. 
 
ARTICLE V 
 
Financial Provisions 
 
(1) In consideration of the fact that the purpose of part of the system of works 
referred to in article IV(1) is the replacement, from the western rivers and 
other sources, of water supplies for irrigation canals in pakistan which, on 
15th august 1947, were dependent on water supplies from the eastern rivers, 
india agrees to make a fixed contribution of pounds sterling 62,060,000 towards 
the costs of these works. The amount in pounds sterling of this contribution 
shall remain unchanged irrespective of any alteration in the par value of any 
currency. 
(2) The sum of pounds sterling 62.060,000 specified in paragraph (1) shall be paid 
in ten equal annual instalments on the 1st of november of each year. The first 
of such annual instalments shall be paid on 1st november 1960, or if the treaty 
has not entered into force by that date, then within one month after the treaty 
enters into force. 
(3) Each of the instalment specified in paragraph (2) shall be paid to the bank for 
the credit of the indus basin development fund to be established and 
administered by the bank, and payment shall be made in pounds sterling, or in 
such other currency or currencies as may from time to time be agreed between 
india and the bank. 
(4) Tha payments provided for under the provisions of paragraph (3) shall be made 
without deduction or set-off on acccount of any financial claims of india on 
pakistan arising otherwise than under the provisions of this treaty; provided 
that this provision shall in no way absolve pakistan from the necessity of 
paying in other ways debts to india which maybe outstanding against pakistan. 
(5) If, at the request of pakistan the transition period is extended in accordance 
with the provisions of article II (6) and of part 8 of annexure H, the bank 
shall there upon pay to india out of the indus basin development fund the 
appropriate amount specified in the table below: 
 
  
Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) The provisions of article IV (1) and article V(1) shall not be construed as 
conferring upon india any right to participate in the decisions as to the 
system of works which pakistan constructs pursuant to article IV (1) or as 
constituting an assumption of any responsibility by inda or as an agreement by 
india in regard to such works. 
(7) Except for such payment as are specifically provided for inthis teraty, neither 
party shall be entitled to claim any payment for observance of the provisions 
of this treaty or to make any charge for water received from it by the other 
party. 
 
ARTICLE VI 
 
Exchange of date 
 
(1) The following data with respect to the flow in, and utilisation of the waters 
of, the rivers shall be exchanged regularly between the parties:- 
(a) Daily (or as observed or estimated less frequently) gauge and discharge data 
relating to flow of the rivers at all observation sites. 
(b) Daily extractions for or releases from reservoirs. 
(c) Daily withdrawals at the heads of all canals operated by government or by  a 
government agency (here in after in this article called canals), including link 
canals. 
(d) Daily escapages from all canals, including link canals. 
(e) Daily deliveries from link canals. 
These data shall be transmitted monthly by each party to the other as soon as 
the data for a calendar month have been collected and tabulated, but not than 
three months after the end of the month to which they relate: provided that 
such of the data specified above as are considered by either party to be 
necessary for operational purpose shall be supplied daily or at less frequent 
intervals, as may be requested. Should one party request the supply of any of 
these data by telegram, telephone, or wireless, it shall reimburse the other 
party for the cost of transmission. 
Period of aggregate 
extension of transition 
period 
Payment to india 
One year £Stg. 3,125,000 
Two years £Stg. 6,406,250 
Three years £Stg. 9,850,000 
  
(2) If, in addition to the data specified in paragraph(1) of this article, either 
party requests the supply of any data relating to the hydrology of the rivers, 
or to canal or reservoir operation connected with the rivers, or to any 
provision of this treaty, such data shall be supplied by the other party to the 
extent that these are available. 
 
ARTICLE VII 
 
Future Cooperation 
 
(1) The two parties recognize that they have a common interest in the optimum 
development of the rivers, and to that end, they declare their intention to co-
operate, by mutual agreement, to the fullest possible extent. In particular:- 
(a) Each party, to the extent it considers practicable and on agreement by the 
other party to pay the cost to be incurred, will at the request of the other 
party, set up or install such hydrologic observation stations relating there to 
and carry out such observations there at, as may be requested and will supply 
the data so obtained. 
(b) Each party , to the extent it considers practicable and on agreement by other 
party to pay the cost to be incurred. Will , at the request of the other party, 
carry out such new drainage works as may be required in connection with new 
drainage works of the other party. 
(c) At the request of either party, the two parties may, by mutual agreement, co-
operate in undertaking engineering works on the rivers. 
The formal arrangements in each case, shall be as agreed upon between the 
parties. 
(2) If either party plans to construct any angineering work which would cause 
interference with the waters of any of the rivers and which, in its opinion, 
would affect the other party materially, it shall notify the other party of its 
plans and shall supply such data relating to the work as may be available and 
as would enable the other party to inform itself of the nature, magnitude and 
effect of the work. If a work would cause interference with the waters of any 
of the rivers but would not in the opinion of the party planning it, affect the 
other party materially, never the less the party planning the work shall, on 
request, supply the other party with such data regarding the nature, magnitude 
and effect, if any of the work as may be available. 
 
ARTICLE VIII 
 
Permanent Indus Commision 
 
(1) India and pakistan shall each create a permanent post of commisioner for indus 
water, and shall appoint to this post, as often as a vacaney occurs, a person 
who should ordinarily be a high-ranking engineer competent in the field of 
hydrology and water-use. Unless either government should decide to take up any 
particular question direcly with the other government, each commissioner will 
be the respresentative of his government for all matters arising out of this 
  
(2) treaty, and will serve as the regular channel of communication on all matters 
relating to the implementation of the treaty and in particular with respect to; 
(a) The furnishing or exchange of information or data provided for in the treaty ; 
and 
(b) The giving of any notice or response to any notice provided for in the treaty. 
(3) The status of each commissioner and his duties and responsibilities towards his 
government be determinized by that government. 
(4) The two commissioners shall form the permanent indus commission. 
(5) The purpose and functions of the commision shall be to establish and maintain 
co-operative arrangements for the implementation of this treaty, to promote co-
operation between the parties in the development of the waters of the rivers 
and particular, 
(a) To study and report to the two governments on any problem relating to the 
development of the waters of the rivers which may be jointly referred to the 
commission by the two governments: in the event that a reference is made by one 
government alone, the commissioner of the other government shall obtain the 
authorization of his government before be proceeds to act on the reference: 
(b) To make every effort to settle promptly, in accordance with the provisions of 
article IX (1), any question arising there under; 
(c) To undertake, once in every five years, a general tour of inspection of the 
rivers for ascertaining the facts connected with various developments and works 
on the rivers; 
(d) To undertake promptly, at the request of either commissioners , a tour of 
inspection of such works or sites on the rivers as may be considered necessary 
by him for ascertaining the facts connected with those works or sites; and 
(e) To take , during the transition period, such steps as may be necessary for the 
implementation of the provisions of annexure H. 
(6) The commission shall meet regularly at least once a year, alternately in India 
and Pakistan. This regular annual meeting shall be held in november or in such 
other month as may be agreed upon between the commissioners. The commission 
shall also meet when requested by either commissioner. 
(7) To enable the commissioners to perfom their functions in the commission, each 
government agrees to accord to the commissioners of the other government the 
same privileges and immunities as are accorded to representatives of member 
states to the principal and  subsidiary organs of the united nation under 
sections 11,12 and 13 of article IV of the convention on the privilages and 
immunities of the periods specified in those sections. It is understood and 
agreed that these privilages and immunities are accorded to the commissioners 
not for the personal benefit of the individuals them selves but in order to 
safeguard the independent  exercise of their functions in connection with the 
commission; consequently, the government appointing the commissioners not only 
has the right but is under a duty to waive the immunity of its commissioners in 
any case where in the opinion of the appointing government, the immunity would 
impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose 
for which the immunity is accorded. 
(8)  For the purpose of the inpections specified in paragraph (4) (c) and (d), each 
commissioner may be accompained by two advisers or commissioners may be 
accompained by two advisers or assistants to whom appropriate facilities will 
be accorded. 
  
(9) The commission shall submit to the government of india and to the government of 
pakistan, before the first of june of every year, a report on its work for the 
year ended on the preceding 31st of march, and may submit to the two 
governments other reports at such times as it may think desirable. 
(10) Each government shall bear the expenses of its commissioner and his 
ordinary staff. The cost of an special staff required in connection with the 
work mentioned in article VII (1) shall be borne as provided  therein. The 
commission shall determine its own procedures. 
ARTICLE IX 
Sttlement of Differences and Disputes 
(1) Any question which arises between the parties concerning the interpretation or 
application of this treaty or the existence of any fact which, if estabilished, 
might constitute a breach of this treaty shall first be examined by the 
commission, which will endeavour to resolve the question by agreement. 
(2) If the commission does not reach agreement on any of the questious mentioned in 
paragraph (1) , then a difference will be deemed to have arisen, which shall be 
dealt with as follows: 
(a) Any difference which, in opinion of either commissioner, falls within the 
provisions of part 1 of annexure F shall, at the request of either 
commissioner, be dealt with by a neutral expert in accordance with the 
provisions of part 2 of annexure F: 
(b) If the difference does not come within the provisions of paragraph (2) (a) , or 
if a neutral expert, in accordance F, has informed the commission that, in his 
opinion, the difference, or a part thereof, should be treated as a dispute, 
then a dispute will be deemed to have arisen which shall be settled in 
accordance with the provisions of paragraphs (3), (4), and (5); 
Provided that , at the discretion of the commission, any difference may either 
be dealt with by a neutral expert in accordance with the provisions of part 2 
of annexure F or be deemed to be a dispute to be settled in accordance  with 
the provisions of paragraph (3),(4) and (5), or may settled in any other way 
agreed upon by the commission. 
(3) As soon as a dispute to be settled in accordance with this and the succeeding 
paragraph of this article has arisen, the commission shall , at the request of 
either commissioner, report the fact to the two governments, as early as 
practicable, stating in its report the points on which the commission is in 
agreement and the issue in dispute, the views of each commissioner on these 
issue and his reasons therefor. 
(4) Either government may, following receipt of the report referred to in paragraph 
(3), or f it comes to the conclusion that this report is being unduly delayed 
in the commission, invite the other government to resolve the dispute by 
agreement. In doing so it shall state the names of its negotiators and their 
readiness to meet with the negotiators to be appointed by the other government 
at a time and place to be indicated by the other government. To assist in these 
negotiations, the two governments may agree to enlist the services of one or 
more mediators acceptable to them. 
  
(5) A court of arbitration shall be estabilished to resolve the dispute in the 
manner provided by annexure G. 
(a) Upon agreement between the parties to do so ; or  
(b) At the request of either party , if after negotiations have begun pursuant to 
paragraph(4), in its opinion the dispute is not likely to be resolved by 
negotiation or mediation:or 
(c) At the request of either party, if after the expiry of one month following 
receipt by the other government of the invation referred to in paragraph (4) , 
that party comes to the conclusion that the other government is unduly delaying 
the negotiations. 
(d) The privisions of paragraph (3), (4) and (5) shall not apply to any difference 
while it is being dealt with by a neutral expert. 
 
 
Article X 
 
Emergency Provision 
 
If, at any time prior to 31st march 1965, pakistan should represent to 
the bank that, because of the outbreak of large-scale international hostilities 
arising out of causes beyond the control of pakistan, it is unable to obtain 
from abroad the materials and equiment necessary for the completion, by 31st 
march 1973, of that part of the system of works referred to in article IV (1) 
which relates to the replacement referred to there in, (here in after referred 
to as the “replacement element”) and if, after consideration of this 
representation in consultation with india, the bank is of the opinion that 
(a) These hostilities are on a scale of which the consequence is that pakistan is 
unable to obtain in time such materials and equipment as must be procured from 
abroad for the completion, by 31st march 1973, of the replacement element, and 
(b) Since the effective date, pakistan has taken all reasonable steps to obtain the 
said materials and equipment and, with such resources of materials and 
equipment as have been available to pakistan both from within pakistan and from 
abroad, has carried forward the construction of the replacement element with 
due diligence and all reasonable expedition, 
The bank shall immediately notify each of the parties accordingly. The parties 
undertake, without prejudice to the provisions of article XII (3) and (4) , 
that on being so notified, they will fort with consult together and enlist the 
good office of the bank in their consultantion with a view to reaching mutual 
agreement as to whether or not, in the light of all the circumstances then 
prevailing, any midifications of the provisions of this treaty are appropriate 
and advisable and, if so, the nature and the extent of the modifications. 
 Article XI 
General Provisions 
(1) It is expressly understood that 
  
(a) Yhis treaty governs the right and obligations of each party in relation to the 
other with respect only to the use of the waters of the rivers and matters 
incidental thereto; and 
(b) Nothing contained in this treaty, and nothing arising out of the execution 
thereof, shall be construed as constituting a recognition or waiver (wheter 
tacit, by implication or otherwise) of any right or claims what so ever of 
either of the parties other than those rights or claims which are expressly 
recognized or waived in this treaty. 
Each of the parties agrees that it will not invoke yhis treaty, anything 
contained therein, or anything arising out of the execution thereof, in support 
of any of its own rights or claims what so ever or in disputing any of the 
rights or claims what so ever of the other party, other than those rights or 
claims which are experessly recognized or waived in this treaty. 
(2) Nothing in this treaty shall be construed by the parties as in any way 
establishing any general principle of law or any precedent. 
(3) The rights and obligations of each party under this treaty shall remain 
unaffected by any provisions contained in, or by anything arising out of the 
execution of, any agreement establishing the indus basin development fund. 
 
Article XII 
 
Final Provisions 
 
(1) This treaty consist of the preamble, the articles hereof and annexures A to H 
here to, and may be cited as “the indus water treaty 1960” 
(2) This treaty shall be ratified and the ratifications into force upon the 
exchange of ratifications, and will then take effect retrospectively from the 
first of april 1960. 
(3) The provisions of this treaty may from time to time be modified by a duly 
ratified treaty concluded for that purpose between the two governments. 
(4) The provisions of this treaty as modified under the provisions of paragraph 
(3), shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty 
concluded for that purpose between the two governments. 
In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed this treaty and 
have here unto affixed their seals. 
